
SALINAN

Menimbang

Mengingat : 1

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Papua Tengah tentang Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2023;

Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 lertang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undalg-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor
42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6s221;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelalsanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tental:g
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturar Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peratura-n Presiden Nomor 33
Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
rt2l;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur Papua
Tengah.

5. Sekretaris Daerah ada-lah Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Tengah.

6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Baralg Milik
Daerah adalah Sekretaris Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaral SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar pen5,'usunan APBD.

10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat
khusus.

11. Standar Biaya yang bersifat umum yang selaljutnya disebut Standar
Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa
harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya
komponen masukal kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukal kegiatan.

1 3 . Tarif, adalah nilai suatu j asa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukal kegiatan.

14. Honorariun...../4
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14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun
Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan,
pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.

15. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

16. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta
singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

17. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

18. Pejabat Penatamsahaal Barang adalah kepala SKPD yang
rnempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.

19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah
pada Pejabat Penatausahaan Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penata usahaan
barang milik daerah pada Pengelola Barang.

21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

22. Pernbantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengums barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahal<an dan mempertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

(l) SBU sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk men5,'usun biaya
komponen masukan kegiatan dalam RI(A-SKPD APBD Tahun Anggaran
2024.

(2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, SBU dapat berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPD SKPD, DPA SKPD

dan DPPA SKPD;
b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam

pen5rusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD; dan
c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri

(HPSI lotuner estimote (OE).

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup SBU yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Standar biaya umum Honorarium;
b. Standar biaya umum Barang dan Jasa; dan
c. Standar biaya umum Perjalanan Dinas.

(2) Standar biaya ...../5
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(21 Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya
dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang teriibat dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan
yang dilaksanalan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

(3) Standar biaya umum Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya
sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana barang
tersebut memiliki asas manfaat Iebih dari 1 (satu) tahun.

(4) Standar biaya umum pe{alanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c adalah satua-n biaya yang telah distandarisasikan dan
diberikan kepada ASN maupun Non ASN untuk melakukan perjalanan
dinas di dalam atau ke luar wilayah Provinsi Papua Tengah.

(5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan
l,ampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(l) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menl'usun SBU tidak
tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, SKPD dapat menggunakan
satuan biaya lain yang disertai Surat Pernyataaa Tanggung Jawab Mutlak
(SPIJM) yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bentuk pertanggungiawaban pengguna
anggaran/ kuasa pengguna €rnggaran atas penggunaan satuan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peraturan perundang-undangan yang digunalan sebagai dasar (untuk
honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional
berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan
price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat
dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan
akuntabel.

(4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) agar dilaporkan kepada Gubernur Papua Tengah dengan
tembusan kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Bagian Kesatu
Standar Biaya Umum Honorarium

Pasal 5

Standar Biaya Umum Honorarium terdiri dari :

a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
b. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
c. Honorarium pengadaan barang/jasa;
d. Honorarium perangkat Unit Keq'a Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
e. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan

panitia;
f. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
g. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
h' Honorarium penyuluhan atau pendampingan; 

i. Honorarium ...../6
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i. Honorarium rohaniawan;
j. Honorarium tim penl'usunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi

informasi, dan pengelola website;
k. Honorarium penyelenggara ujian;
l. Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi;
m. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
n. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

( 1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur

Papua Tengah;
b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daera-h

Provinsi Papua Tengah;
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD;
d. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah

selaku SKPKD;
e. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk

menggantikan Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada saat
berhalangan dan/ atau sedang menjalankan tugas di luar daerah;

f. Pengguna Anggaran (PA);
g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Unit SKPD
h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pPfK);
i. Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPP[K)
j. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

PD);
k. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
l. Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan

pembantu.
(2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium
dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

(3) Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA
dapat menunjuk bendahara pengeluaraan pembaltu dengan besaran honor
mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

(4) Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah satu
orang yang membawahi beberapa KPA;

(5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab
pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran maksimal 10% (sepuluh
persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2....../7
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Paragral 2
Honorarium Penanggungiawab Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 7

Honorarium penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada :

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. Pengelola Barang Milik Daerah;
c. Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang;
d. Pengurus Barang Pengelola;
e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola ;

f. Pengurus Barang Pengguna;
g. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
h. Pengurus Barang Pembantu.

Paragraf 3
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasa] 8

(1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c meliputi :

a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
c. Honorarium Pengguna Anggaran.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundalg-undangan.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
honorarium yang diberikan kepada pengguna anggar€rn dalam hal:
a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau

jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

b. menetapkan penyedia untuk palet pengadaan jasa konsultasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok keq'a pemilihan
pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan
barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragral 4 ......./8
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Pasa-l 9

Paragraf 5
Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 1O

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tida1< termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber

atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara
panel maupun individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakat; dan
2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan
keda perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar
50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

(3) Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teloris, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan dengan ketentuan :

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara;

b. Moderator .... /9

Paragraf 4
Honorarium Perangkat Unit kerja

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah
honorarium Peralgkat Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang
diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai
perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

(2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak
diberikan honorarium dimaksud.
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Paragraf 6
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja
perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan
honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III,
pejabat eselon [V, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,
jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan
ketentuan seb berikut :

(2) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan
terbagr menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yaitu :

a.Tim ...../ 10

Klasifikasi
No Jabatan

I
1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 4
2 Pejabat Eselon III J 4 5

3
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
Pejabat Fungsional 5 6 7

b. Moderator berasal dari dalam satuan keda perangkat daerah
penyelenggara separtjang peserta yang manjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

(5) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan
pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yalg berwenang untuk melaksanakan
tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya
dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala
daerah/wakil kepa-la daerah, dan/atau pimpinan/arggota DPRD dan
dihadiri lintas satuan ke4'a peralgkat daerah dan/atau masyarakat.

(6) Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sara sehan,
simposium, loka karya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/ atau masyarakat.

(7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus
dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.

(8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau
iebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 107o
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas.

(9) Honorarium panitia dengaa jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh)
orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

IIIII
J
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a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2\ huruf a diberikan kepada seseor€rng yang diangkat dalam suatu tim
pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan
surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

(2) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan

mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau
antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah;

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Pasai 13

(1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan.

(2) Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidat terpisahkan
dari Tim Pelaksana Kegiatan.

(3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk menunjang Tim
Pelaksana Kegiatan.

(4) Jumlah anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksala kegiatal yang

ditetapkan oleh kepala daerah;
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang

ditetapkan oleh sekretaris daerah.
(5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi
dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi
tugas dan fungsi suatu satuan ke4'a perangkat daerah.

Paragraf 7
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 14

(1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai
dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat
penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

(2) Dalam hal /Lr
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(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan
ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi
pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan
honorarium dimaksud.

(3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 8
Honorarium Penl,uluhan atau Pendampingan

Pasal 15

(1) Honorarium peny'uluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti
upah ke{a kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk
melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

(2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini
dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah
minimum Provinsi dengan ketentuan:
a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah

minimum Provinsi setempat;
b. Lulusan DI/DII/DIn/Sarjana Terapan diberikan paling banyak ll4o/o

(seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
c. Lulusan Sarjana (Sf ) diberikan paling banyak 1247o (seratus dua puluh

empat persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 1337o (seratus tiga puluh

tiga persen) dari upah minimum Provinsi setempat; dan
e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 1507o (seratus lima puluh

persen) dari upah minimum Provinsi.

Paragraf 9
Honorarium Rohaniawan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan.

Paragraf 10
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola

Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 17

(1) Honorarium tim pen)rusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

(2) Bila d,alarn ..... / 12



-12-

(21 Bila dalam tim penJrusun jurnal diperlukan unsur sekretariat yang adalah
pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
orgalisasi tersendiri dalam meny'usun jurnal nasional atau internasional
dapat diberikal honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

(3) Honorarium tim pen5,'usunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada
pen5rusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.

(4) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat
diberikan kepada pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan
kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial)
berdasarkan surat keputusan kepala daerah Website atau media sejenis
tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

(5) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undalgan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan
honorarium dimaksud.

Paragraf 1 1

Honorarium Penyelenggara Uj ian

Pasal 18

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada
penJrusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian
yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Paragraf 12
Honorarium Penulis Butir Soal

Pasal 19

(1) Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi diberikan sesuai dengan
kepakaral kepada pen5rusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat
lokal.

(2) Honorarium penulis butir soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soa-l ujian, soal tes
kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk
penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang
mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai
dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Paragraf 13
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

(1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan
wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan
keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan.

(2) Penceramah . ... / 13
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(2) Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau sharing
experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan
pelatihal pada kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki ketentuan
sebagai berikut:
a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakat;
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

sepaljang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara
dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima
puluh persen) dari honorarium penceramah.

(3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak
terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

(4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan ke{a perangkat
daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun
pegawai lainnya.

(5) Honor pengajar bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal
jam tatap muka dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Honorarium PenJrusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada
aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyrrsun
modul untuk pelaksanaal pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat
keputusan kepala daerah.

(7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman
pada ketentuan sebagai berikut:
a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan

minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan
pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan
lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan
dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dal Pelatihan
diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan
fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan beq'alan dengan baik.

(9) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatal Pendidikan dan Pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengal mempertimbangkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang

dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan;

d. jumlah ...../14
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d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunalan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 14
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 2 1

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota
tim yang ditetapkan berdasarkal surat keputusan kepala daerah dengan
jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 22

(1) ASN yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(2) Susunan pembentukan tim dan/atau sebutan lainnya mengikuti susunan
yang ada dalam SBU.

Dalam hal belum ditetapkannya berapa besaran standar biaya honorarium
maka usulan standar biaya honorarium dapat digunakan sepanjang
perhitungannya dilakukan secara profesional dal dapat
dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efesien, bersaing, transparan
dan akuntabel.

Bagian Kedua
Standar Biaya Umum Barang dal Jasa

Pasal 24

(U Standar biaya umum barang dan jasa terdiri dari :

a. belaaja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
b. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;
c. belanja konsumsi rapat;
d. belanja makan minum aktivitas lapangan
e. belanja pemeliharaan;
f. belanja sewa;
g. belanja publikasi dan penyiaran;
h. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
i. belanja pengiriman barang;
j. belanja pajak kendaraan dinas;
k. belanja jasa petugas upacara harihari besar nasional;
l. belanja jasa laboratorium;
m. Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
n. Jasa pengelola kebersihan taman;
o. Jasa Pembuatan Aplikasi.
p. belanja transport peserta kegiatan; dan
q. belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.

(2) Belanja....../ 15
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Belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan
rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan
sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan
unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat Eselon
II/masyarakat.
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemual di luar kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah panitia yang memerlukan
walitu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan
penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan
waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu
pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dari
uang harian perJ'alanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk
1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaarr
kegiatan.
Belanja Konsumsi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat
koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang
pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara dan rapat
biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerj'a lainnya, eselon II
Iainnya, eselon I lainnya, kementrian negara, lernbaga lainnya,
instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan
minimal selama 2 (dua) jam.
Belanja Makan Minr.rm Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang digunakan untuk
menganggarkan biaya pengadaan makan dan minuman untuk
kegiatan aktivitas lapangan, acara adat.
Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk
menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan
dinas dan sarana kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan
dalam APBD.
Belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk
menga.nggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan roda 4
(empat), kendaraan roda 6 (enam), kendaraan khusus, mobilitas
air, mesin, sewa peralatan seperti rneja, kursi, sound sistem dan
tenda sewa gedung pertemuan dan stan pameran.
Belanja publikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g adalah standar tertinggi satlran biaya yang digunakan
r.ntuk menganggarkan biaya publikasi dan penyiaran berupa surat
kabar, majalah, media cetak, penyiaran TV dan penyiaran iklan.
Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar
tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa
kawat/faksimili/internet, belanja air bersih dan belanja listrik.
Belanja Pengiriman Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf i adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan biaya Pengiriman Barang.

(10)

(1 1) Belanja ... .. / 16
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Belanja pajak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan biaya pajak kendaraan dinas.
Belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasionsl 5slagairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah standar tertinggi satuan
biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa petugas
upacara hari-hari besar nasional, seperti Anggota Pengamanan,
Dirigen, Guru Pendamping Aubade, Komandan Upacara, Paswal
TNI, Patwal, Pemain Keyboard, Pembawa Bunga Tabur,
Pendamping Penerima Tamu, Peniup Trompet, Perwira Upacara,
Petugas Jaga Tugu, Petugas Medis, Petugas Obor, Petugas Pengibar
Bendera, Petugas PMI, Tim Drumband, Tim Korsik, Tim Tari dan
Veteran.
Belanja jasa laboratorium sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf I adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan jasa laboratorium.
Jasa tenaga teknis pertanian dan pangarl sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) huruf m adalah standar tertinggi satuan biaya yang
digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga teknis pertanian dan
pangan.
Jasa pengelola kebersihan taman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf n adalah standar tertinggi satllan biaya yang digunakal
untuk menganggarkan jasa pengelola kebersihan taman.
Jasa pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat I huruf o
adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk
mengallggarkan jasa tenaga pembuat aplikasi.
Belanja transport peserta kegiatal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf p adalah standar tertinggi satuan biaya yang
digunakan untuk menganggarkan jasa transport.
Belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah standar tertinggi satuan
biaya yang digunakan untuk menganggarkan belanja pelaksanaan
pendidikan dan latihan daerah.

(1s)

(16)

(r7)

(18)

Bagian Ketiga
Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas

Pasal 25

(1) Perjalanan Dinas mengatur pelaksanaan dan pertanggung,awaban
perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain
yang dibebankan pada APBD.

(21 Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni peq'alanan
dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya lainnya;
c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

f.mendapatkan ..../17
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f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;

g. surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena
melakukan tugas;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
pelatihan teknis; dan

i. mengikuti Pendidikan dan Latihan.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Gubernur/Wakil

Gubemur, Ketua DPRP/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan anggota
DPRP/MRP.

(4) Pejabat Daerah dan ASN sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) meliputi :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); dan
c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mereka yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas
dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Paragraf 1

Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan peyelenggaraan pemerintahan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c. efisien dalam penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan perjalalan dinas.

Paragraf 2
Klasifikasi Perjalanan Dinas

PasaT 27

Pe4'alanan dinas terdiri atas :

a. Perjalanan dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan dinas Luar Negeri.

Pasal 2B

(1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf a terdiri dari :

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

(2) Peq'alanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a. pe{alanal dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan} jam;

dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8

(delapan) jam.

Pasal 29 ..../ 18
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Pasal 29

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan
DPRP/MRP, Anggota DPRP/MRP dan Pejabat/Pegawai lainnya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke
Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Paragraf 3
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 30

Tata cara perjalanan dinas meliputi :

1. Persetujuan perjalanan dinas;
2. Penandantanganan surat tugas; dan
3. Pelaksanaan peq'alanan dinas.

Pasai 3 1

(U Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat
yang berwenang.

(21 Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas
sebagaimala dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Gubernur/Wakil Gubemur untuk pery'alanan dinas Gubernur/Wakil
Gubernur dan Sekretaris Daerah;

b. Ketua DPRP/MRP untuk pedalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Ketua DPRP/MRP, Wakil Ketua DPRP/MRP, dan Anggota DPRP/MRP;

c. Sekretaris Daerah untuk SKPD; dan
d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional

ASN non Eselon/CPNS IPPPK lTenaga Kontrak (Honor).
(3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan
dinas untuk :

a. hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
b. melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang

dan lamanya perjalanan.
(4\ Da,lam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena
tugas perjalanan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berwenalg
memberikan persetujuan.

(5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena
tugas perjalanan dinas, Asisten Bidang Administrasi umum berwenang
memberikan persetujuan.

(6) Da-lam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena
tugas peq'alanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang
memberikan persetujuan.

(7) Pejabat ...../t9
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(71 Pejabat yang berhak membuat usulan pedalanan dinas kepada pejabat
yang berwenang yaitu :

a. Kepala SKPD/PII. Kepala SKPD; dan
b. Kepala Biro untuk Sekretariat Daerah.

(8) Dalam hal Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah sedang
melaksanakan perjalanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan
perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan
pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Kepala SKPD/PIh.
Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat dibawahnya setelah
dikoordinasikan dengan Kepa-la SKPD/Kepala Biro.

(9) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/ASN dan pihak lain yang melaksanakan
perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(10) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) sebagai berikut :

a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

b. Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan untuk peq'alanal
dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah;

c. Ketua DPRD/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh Ketua DPRD/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan Anggota
DPRD/MRP;

d. Sekretaris Daerah untuk pe{alanan dinas yang dilakukan oleh para
Kepala SKPD dan Staf Ahli, pejabat eselon III dan eselon IV, staf dan
pihak lain di lingkungan Sekretrariat Daerah, suami/istri Gubernur,
dan suami/ istri Wakil Gubernur;

e. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana
SPPD dalam lingkup SKPD berkenaan;

Pasal 32

(1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh
pejabat berwenang yang sama.

(21 Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan perjalanan dinas
kepada pihak lain tanpa disertai pejabat, kepada pihak lain dibuatkan
surat tugas tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 33

(l)Jumlah hari perjalanan dinas adalah jumlah maksimal hari yang
dilaksanakan oleh penerima SPPD dalam melaksanakan peq'alanan dinas.

(2) Jumlah hari perjalanan dinas terdiri dari :

a. Lama hari kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
b. Lama hari perjalanan dari lokasi keberangkatan ke tempat tujuan pulang

pergi (PP) yang dihitung sebelum hari dan sesudah hari pelaksanaan
kegiatan 2 (dua) hari;

Paragfraf5 ...../20

Paragraf 4
Jumlah Hari Perjalanan Dinas
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Paragraf 5
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 34

(1) Pery'alanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai
berikut :

a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan

(21 Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang
diberikan kepada yang melaksanakan perj alanan dinas secara lumpsum.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujual

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan

b. transport dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan
didukung bukti yang dapat dipertanggungiawabkan; dan

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupalan
biaya untuk menginap :

a. di hotel; atau
b. di tempat penginapan lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana Surat Perintah tidak menggunakan biaya hotel atau
tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a. pelaksana Surat Perintah diberikan biaya penginapal sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara Lumpsum.

(6) Uang representasi Perjalalan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat diberikan kepada Gubemur, Wakil Gubernur, Ketua dan
Wakil Ketua DPRP/MRP, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon I, Pejabat
Eselon II berupa biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara
lumpsum.

(71 Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah dilakukan sesuai
perintah atasan Pelaksana Surat Perintah yang tertuang dalam Surat
Perintah.

(21 Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat
pemberi Surat Perintah.

(3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

a. pemberi tugas;
b. pelaksala tugas;

c. maksud .....121



-21-

c. maksud pelaksanaan tugas;
d. waktu pelaksanaan tugas; dan
e. tempat pelaksanaan tugas.

(4) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan:
a. perjalanal dinas jabatan yang melewati batas keluar daerah; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari

8 (delapan) jam, Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan
Surat Perintah.

(5) Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah yang dilal<sanakan di bawah 8
(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbital Surat Perintah.

Pasal 36

Besarnya uang representasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (6),
diberikan sekali pada setiap kegiatan sesuai dengan surat perintah, yang
besarannya terlampir pada peraturan ini.

Pasal 37

Perjalanan dinas dapat diberikan kepada suami/istri Gubernur dan suami/istri
Wakil Gubernur, suami/istri Ketua dan Walil Ketua DPRP/MRP, dan
suami/ istri pejabat eselon I dan eselon II apabila dalam surat
panggilan/ undangan mengharuskan didampingi suami/ istri.

Pasal 38

(1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan
dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia
penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah daerah.

(21 Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung
panitia penyelenggara, biaya peq'alalan dinas jabatan dimaksud
dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah bila tersedia
anggarzrnnya.

(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya perjalanal dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan
sejenisnya.

(41 Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh
pelaksana Surat Perintah dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama.

(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sarna
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
maka pelaksana Surat Perintah menggunakan fasilitas kamar dengan
biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

(6) Khusus untuk {judan yang mendampingi Gubernur atau Wakil Gubernur
dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

(7) Perjalanan ..... I 22
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(71 Pe{alanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat,
personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas
kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :

a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya
diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan

b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikal
tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

Pasal 39

Dalam hal pe{alanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk
waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi
tersebut kepada pelaksana Surat Perintah hanya diberikan uang harian.

Pasal 40

(1) Biaya pe{alanan dinas jabatan dibayarkan sebelum pedalanan dinas
jabatan dilaksanakaa.

(21 Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan dan/atau
lanjutan, biaya pef alanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibayarkan setelah pedalanan dinas selesai.

(3) Komponen perja,lanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

(1) Dalam hal jumlah hari pe{alanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan
uang harian, dan biaya penginapan.

(21 Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (f) dapat dimintakan kepada PA/ PPK untuk mendapat
persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/ kepala
bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/PPK

membebankan biaya tambahan uang harian, dan biaya penginapan pada
DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 42

(1) Dalam penerbitan Surat Perintah, PA/PPK berwenang untuk menetapkan
tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(21 Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (5), pembebanan biaya pedalanan dinas dicantumkan
dalam Surat Perintah.

(3) Dalam hal jumlah hari peq'alanan dinas kurang dari jumlah hari yartg
ditetapkan dalam Surat Perintah, pelaksana Surat Perintah harus
mengembalikan kelebihan uang' harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima kepada
PA/ PPK melalui Bendahara.
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Pasal 43

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah.

Paragraf 6
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

(1) Pembayaran biaya perjalanal dinas diberikan dalam batas pagu anggaran
yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

(2\ Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Surat Perintah
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaral, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang
mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 45

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(21 Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :

a. Penyedia jasa peq'alanan; atau
b. Pelaksana Surat Perintah.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa perjalanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
yang melekat pada jabatan; dan

b. pe{alanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan
sejenis lainnya.

Pasal 46

(U Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan
dengan memberikan uang muka kepada pelaksana Surat Perintah oleh
Bendahara Pengeluaran.

(21 Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan persetujuan dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
a. surat tugas;
b. fotokopi Surat Perintah;
c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 47

(1) Penyedia jasa pelaksanaal pedalanan dinas dapat berupa euen organizer,
biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa
perhotelan / penginapan.

(21 Penempatan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Komponen ...../24
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(3) Komponen biaya perjalanal dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket
dan/atau biaya penginapan.

Pasal 48

(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu)
paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi
tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif
penginapan/hotel resmi yarrg disedialan oleh penyedia jasa
penginapan/ hotel.

Pasal 49

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyediajasa didasarkan pada
prestasi ke{a yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam
kontrak/ peq'anjian.

(21 Atas dasar prestasi keq'a yang telah diselesaikan, penyedia jasa
mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 50

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelalsana
Surat Perintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

l2l Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
pelaksana Surat Perintah kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya.

(3) Pembayaran kekurangan biaya perjalanal dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan
peq'alanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/PPK, pengujian surat permintaan
pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda
Tangan SPM, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Dalam hal tedadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinasjabatan, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

(21 Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari
atasan pelaksana Surat Perintah, atau paling rendah pejabat Eselon II
bagi pelaksana Surat Perintah di bawah pejabat Eselon III; dan

b. pernyataan ltanda bukti besaran pengembalian biaya transport
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/PPK.

(3) Biaya pembatalan .....125



(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. biaya pembatalan tiket atau biaya penginapan; atau
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapal

yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

Paragral 7
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 53

(1) Pelaksana Surat Perintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada
PA/ PPK paling lambat 5 (lima) hari keda setelah perjalanan dinas
dilaksanakan.

(21 Pertanggungjawaban biaya pe{alanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dengan melampirkan :

a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Surat Perintah;
b. Surat Perintah yang telah ditandatalgani dan distempel oleh pejabat

yang berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas;
c. tiket pesawat, boarding poss, retribusi, dan bukti model transportasi

lainnya;
d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa

kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkal oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewa€rn kendaraan; dan

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, apabila tiket
dan bukti penginapan/bukti-bukti perjalanan dinas hilang maka bukti
surat pertanggung jawaban dibayarkan dengan daftar pengeluaran riil
dan dilampiri dengan surat pernyataan dari pelaksana surat perintah;
dan

g. Laporan pe{alanan dinas Bimtek, Kunjungan Kerja, Monitoring dan
Eva]uasi.

Pasal 54

(1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(21 PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya
yalg tercantum dalam daftar pengeluarErn yang disampaikan Bendahara
Pengeluaran untuk di verifikasi.

(3) Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengesahkan Bukti Pengeluaran dan
menyampaikan kepada PPK sebagai pertanggungiawaban UP atau bukti
pengesahan Surat Permintaan membayar/ Surat Permintaan Pencairan
Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.

Pasal 55

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas Rangkap (dua kali atau lebih)
dalam pertanggungjawaban peq'alanan dinas yang berakibat kerugian yang
diterima daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
dilakukan.

Pasal 56 ....../26
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Pasal 56

Pelaksana Surat Perintah yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan
perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada Surat Perintah,
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah
ditentukan dalam SPT, wajib menyetor kembali biaya perl'alanan yang telah
diperolehnya kepada bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Gubernur, Ketua DPRD/MRP, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD wajib
memberikan teguran tertulis kepada pelaksana Surat Perintah apabila
tidak melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan setelah
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

(21 Bendahara wajib mengingatkan Pelaksana Surat Perintah secara tertulis
aga-r segera mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah
diperoleh dengan melampirkal bukti yang sah setelah melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tembusannya
disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 58

(1) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, apabila
tidak dipenuhi oleh Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan,
Gubernur, Ketua DPRP\MRP, Sekretaris Daerah, atau kepala SKPD wajib
untuk:
a. tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan Surat Perintah berikutnya

kepada yang bersangkutan; dan
b. memerintahkan bendahara untuk mengadakan pemotongan tunj angan

setinggi-tingginya 507o (lima puluh persen) dari penghasilan Pelaksana
Surat Perintah yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya
yang telah diterimanya.

(21 Pemotongan gaji oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah ada penetapan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 59

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam surat tugas/Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh
kesalahan/ kelataian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan
uang harian, biaya dan penginapan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala

bandara/perusahaan transportasi lainnya; dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima
biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk pedalanan
dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

(3) Perjalanan Dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih
kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar Surat
Perintah yang dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.

(a) Perjalan Dinas ..... I 27
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(4) Pe{alanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat
dilakukan narnun pembayarannya dilakukan hanya satu kali.

(5) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan I
(satu) hari sebelum kegiatan dan I (satu) hari sesudah kegiatan.

(6) Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi
daerah serta Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2O23

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH
cAP/T'fD

RIBKA F{ALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2O23

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

ANWAR HARUN DAMAMK

BEzuTA DAERAH PROVINSI PAPUATENGAH TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan aslinya;
UKUM,

,SH

Plh
a.

NIP. 19 3r2 2 006I



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

STANDAR BIAYA UMUM HONORARTUM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO URAIAN SATUAN HARGA

1 2 3 4

A STANDAR BIAYA UHUM HONORIRIUM

1 HOTIORARIUM PENANGGUIIG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1,1 Poiabat Pcngolola Keuangan oaorah {PPKD/Kuasa Pengguna Alggaran (KPA)

a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta OB 1 400.000,00

b. Nilai pagu dana di atas Rp 10{ juta s.d. Rp 25{ jula OB 1 250.000,00

Nilai pagu dana diatss Rp 250 juta s.d. Rp 500 jula OB 1 450 000,00

d Nilaipagu dana dialas Rp 500juta s.d Rpl milyar o8 1 660.000 00

OB 1 970 000.00Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s d Rp 2,5 mlyar

OB 2.280.000,00t Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar

0 Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s d Rp 10 milyar OB 2.590.000,00

h Nilai pagu dana di alas Rp 10 milyar s.d Rp 25 m yar OB 3 010 000 00

Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar OB 3.420.000.00

l Nilai pagu dana di alas Rp 50 milyar s d Rp 75 milyar OB 3 840.000 00

k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar OB 4 250 000 00

o8 4.770.000.00Nihi pagu dana diatas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar

OB 5.290.000.00Nilai pagu dana diatas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar

Nilai pagu dana diatas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar OB 5 810 000 00

0 6.330.000 00Nihi pagu daia di alas Rp 750 mityar s.d. Rp 1 fiyun OB

Nilai pagu dana di alas Rp 1 tilyun OB 7 370 000,00

1,2 Perabat Pela ksana Teknis l(eSiatan (PPTKI/Pelabat Pembuat Komhmen

a Ni,ai pagu dana sd Rp 100 juta OB 1 010 000

b Nilai pagu dana di alas & 100 juta s.d Rp 250 juta OB 1 2'10 000

c Nilai pagu dana di alas Rp 250 iuta s.d. Rp 500 ilta o8 '1.410.000

d Nilaipagu dana diatas Rp 500jula s.d Rpl milyar o8 1.610 000

e Niiaa pagu dana di alas Rp 1 mily s.d. Rp 2,5 mt/ar 1.910.000

f Nilaipagu daia diatas Rp 2,5 milya. s.d. Rp 5 milyar o8 2.210.000

s Nilai pagu dana di aks Rp 5 milyar s d Rp 10 milyar OB 2.520 000

h Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s d. Rp 25 milyar OB 2 920 000

Nilai pagu dana di atas Rp 25 mily sd Rp 50 milyar OB 3 320 000

) Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s d. Rp 75 milyar OB 3.720.000

k Nilai pagu dana di alas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 m|yar OB 4.130.000
j Nilai pagu dana di alas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar OB 4.630.000

m Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar OB 5.130.000

n Nilai pagu dana di alas Rp 500 mityar s.d. Rp 750 mirar OB 5 640.000

0 Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 bilyun OB 6 140.000

Nilai pagu dana di alas Rp 1 tilyun 7 140 000

1,3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pennglat DaeBh (PPK SKPDI/ Pejabat Penguji

Tagihan dan Ponafldalang.n Sural Porintah ombayar

OB 400 000

Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s d Rp 250 juta 480 000

c Nihi pagu dana di atas Rp 250 juta s d. Rp 500 irh OB 570 000

660 000Nilai pagu dana diatas Rp 500juta !.d Rp 1 milyar

e Nilai pagu dana di atas Rp 1 m yar s.d. Rp 2,5 milyar 770.000

f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 m yar s d. Rp 5 milyar 880 000

s Nilai pagu dana di ahs Rp 5 milyar s.d. Rp 10 myar OB 990.000

h Nilaipagu dana di alar Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar OB 1 250 000

L Nihipagu dana di atas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar OB 1.520 000

l Nihipagu dana di atas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar OB 1.780 000

k Nilal pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar o8 2.040.000

L Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyal s.d. Rp 250 milyar OB 2.440.000

m. Nilaa pagu dana di atas Rp 25,0 milyar s.d. Rp 5,00 milyar OB 2.830.000

Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milya. OB 3.230.000

Nilai pagu dana dr alas Rp 750 milyar s d. Rp 1 filyun OB 3.620 000

p Nilai pagu dana di atas Rp 1 filyun 4.420 000OB

1,4 Bendahara Pengeluaran at?u Bendahala Penedmaan

a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 iula o8 340.000

b Nilai pagu dana di alas Rp 100 jula s d Rp 250 jula o8 420 000

c Nilai pagu dana diahs Rp 25{ jula s.d Rp 500 jula OB 500 000

d Nilaipagu dana diatas Rp 500juta s d. Rp 1 mivar OB 570 000

e Nilai pagu dana di alas Rp 1 miryar s.d. Rp 2.5 milyar OB 670 000

I Nilai pag! da,ra di atas Rp 2.5 milyar s.d. Rp 5 m yar OB 770.000

Nilai pagu daoa di ahs Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar OB 860.000
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h Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d Rp 25 hiyar o8 1.090 000
i Nilaipagu dana di atas Rp 25 milyar sd Rp 50 milyar o8 1.320 000
j Nihipagu dana diatas Rp 50 milyar sd Rp 75 Tilyar o8 1550.000
k. Nihi pag! dana dialas Rp 75 milya, s.d. Rp 1m milya. o8 1.780.000
L Nilai pagu da0a di atas Rp 100 mirar s.d. Rp 250 milyar OB 2.120.000

m Nilai pagu dan! di alas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar OB 2.470.000
n Nilai u dana di atas Rp 500 milya. s.d Rp 750 OB 2 810 000
0 Nila dana di aks Rp 750 milyar s d Rp 1 OB 3 160.000
p Nilai pagu dana di aks Rp 1 dyur o8 3 840.000

'I,5 Staf Pengelola Xeuangan/gendahara Penteluaran Pembantu/petuSas penSelola Admin istrasi
BelaniaPesawal

a Nilai dana s d. Rp 100 juh OB 260.000
b Nilai pagu dana di ata! Rp 100 juh s.d Rp 250 OB 310.000

Nilai pagu dana di atas Rp 250 sd 500 juta OB 370.000
d Nilaipagu dana diatas Rp 500luU sO. Rp t nrr'tyar OB 430.000
e Nilai pagu dana di alas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar OB 500 000

Nilai pagu dana di atas Rp 2 5 mi,yar s d Rp 5 milyar OB 570.000

s Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar OB 640.000
h Nilai pagu dafla di alas Rp 10 r s.d. Rp 25 milyar OB 810.000
i. Nilai pagu dana di alas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar OB 980 000

) Nilai pagu dana di alas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar OB 1.150.000
k Nilai pagu dana di ala s Rp 75 milyar s d. Rp 100 milyar OB 1.330 000
I Nilai pagu dana di atas Rp ,00 milyar s d Rp 250 milyar OB 1.580.000

m !!!l pagu dana di atas Rp 250 milyar s d Rp 500 mityar OB 1840.000
n Nilai pagu dana di atas Rp 5m miryar s d. Rp 750 milyar OB 2.090 000

o Nilaipagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 tilyun OB 2.350 000
p Nilai pagu dana di atas Rp 1 filyun o8 2.860 000

2 HONORARIUII PENANGGUNG JAWAB PE}IGELOLA BARANG IIILIX OAERAH

2.1 HONORARIU}I PENGURUS/PEI/YITPAII BARAIIG iIILIK I{EGARA

a Tingkal Pengguna Barang o8 400 000

b Tingkat Kuasa Pengguna Earang o8 300 000

HONoR RIUiI PENGAoAAN BARAI{G / JASA

3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barangy'Ja$a OB 680 000

32 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pergadaan BaranglJasa

Honorarium Kelompok Keia Pemilihan Unit l(erja Pengadaan Peteriaan KomltJl(si

a Nilai pagu peogadaan diatas Rp. 200 )uta s d Rp. 500 il"(a OP 850 000

b Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 500 juh s.d.Rp.1 milyar OP 1020.000

c Nilai pagu p€ngadaan dialas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 m yar OP

d Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OP 1.520 000

e Nilai pagu p€ngadaan dialas Rp 5 milyar s d Rp. 10 mityar OP 1.780.000

f Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 10 milyar sd Rp. 2,5 milyar OP 2.120.000

s Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 25 mjlyar sd Rp. 50 milyar OP 2.450.000

h Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar OP 2.790 000

Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar OP 3 130 000

I. Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OP 3.580.000

k Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar OP 4.030.000

l Nilai pagu peqadaan dialas Rp. 500 milyal s.d Rp. 750 mdyar OP 4.490.000

fi Nihi pagu pengadaan dialas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 tilyun OP 4.940.000

n Nilai paou pengadaan diatas Rp. 1 lilyun OP 5 560.000

Honorarium Kelompok Keia Pemilihan Unit Keia Pengadaan Bacng

a Nilaipagu pengadaan dialas Rp.200juta sd Rp 500 juta OP 760 000

b Nilai pagu peogadaan diatas Rp. 500 juta s d Rp.l milyar OP 920 000

c Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 1 milyar s.d Rp.2,5 milyar OP 1 140 000

d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OP 1.370.000

e. Nilaipagu pengadaari dialas Rp. 5 milyars.d Rp. 10 mityar OP 1.600.000

I Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 10 milyarsd. Rp.25milyar OP 1.910.000

g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miiyar sd. Rp. aO milya. OP 2 210.000

h. Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar OP 2.520 000

Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 75 milyar s d Rp. 100 milyar OP 2.820 000

j Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OP 3 230 000

k Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d Rp 500 milyar OP 3.640 000

l. Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 500 milyar 6.d Rp 750 milyar OP 4 040 000

m. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s d Rp. I tilyun OP 4.450 000

n. Nilaipagu pengadaan dialas Rp 1 trilyun OP 5 010 000

Honorarium Kelompo* Kerla Pemilihan Unft Keria Pengadaan Jasa Xonsulbnsi

a. Nilai pagu pengadaan lasa konsullansi diatas Rp. 160 jule s.d.Rp. 250 pla OP 480.000

b. Nilai pagu pengadaan jasa kon$rllansi diatas Rp. 25O iula s.d.fu. 500,ula OP 600 000

c. Nilaipagu pengadaanjasa ko nsulta nsi diatas Rp. 500juta s.d.Rp. 1 milyar OP 720.000

d. Nilaipagu pengadaan jasa ko nsultansi dratas Rp. l milyars.d.Rp.2,5 milyar OP 910.000

3
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OPe. Nilaipagu pengadaanjasa konsultansi dralas Rp. 2,5 milyars.d.Rp. 5 milyar 1.090.000

OPi Nilai pagu pengadaan jasa konsrltansi dialas Rp. 5 malyar s.d.Rp. 10 milyar 1 270.000

OPg Nilai pagu pngadaan ias€ konsutlanri distas Rp. 10 milyar sd.Rp. 25 mitar 1510.000

OPh Nilai pagu pengadasfl iasa konsullansi diatas Rp. 25 milyar s d Rp. 50 milyar 1 750 000

OPi. Nihi pagu pengadaan iasa koosulhnsi diatas Rp. 50 milyar s d.Rp. 75 mityar 1.990.000

OPi. Nilsi pag! pengadaan lasa konsultansr diatas Rp. 75 malyar s.d.Rp. 100 milyar 2.230.000

OPk. Nilai pagu pengadaan jasa konsufiansi diatas Rp. 100 milyar s.d.Rp. 250 milyat 2 560.000

OPl. Nilai pagu pengadaan ,asa konsultansi diatas Rp 250 milyar s.d.Rp. 500 milyar 2 880.000

OPm Nilai pagu pe0gadaan jasa konsullansi diaks Rp. 500 milyar s d Rp 750 milyar 3 200 000

OPn. Nilaipagu pengadaanjasa konsultansi diatas Rp. 750 milyars.d.fu. 1 tiliun 3.520 000

OPo. Nilaipagu pengadaanjasa konsultansidiatas Rp. 1 lnliun 3.960.000

323 Hononrium Kelompok Xeda Pemilihan Uiil Kerja Pengadaan Jasa Laionya

a Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp 200juta sd.Rp 500,ub OP 600 000

b Nilai pagu pengadaan jasa lainnya dialas Rp 500 juta s.d.Rp.1 milyar OP 720 000

c Nilai pagu pengadaan jasa lainnya dialas Rp. 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar OP 910 000

d Nilai pag u pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 2,5 m ilyar s.d. Rp. 5 milyar OP 1.090.000

e. Nilai paou pengadaan jasa lainnya dEtas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 m yar OP 1.270.000

Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 25 milyar OP 1.510.000

s. Nilaipagu pengadaanjasa lainnyadiatas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 mdyar OP 1750.000

h. Nilaipagu pengadaanjasa lainnya diatas Rp 50 milyar sd Rp.75 milyar OP 1990.000

l Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp 75 milyar s.d. Rp. 1tlo milyar OP 2 230.000

Nilaipagu pengadaafl iasa lainnya dialas Rp 100 milyar s.d. Rp.250milyar OP 2 560 000

k. Nilai pag! pengadaafl ,asa lamnya diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar OP 2 880.000

Nilai pagu pengadaafl tasa larnnya diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 miryar OP 3.200.000

m. Nilaipagu pengadaan iara lainnya diatas Rp 750 milyar s.d Rp. 1 trrlyun OP 3.520.000

n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya dialas Rp t hlyun OP 3 960.000

33 Honorarium Pengguna Anggaran

331 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan gaEng/Jasa ( Kontrulsi )

a Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 mrlyar s.d. Rp 250 milyar Orang / Pakel 3 580 000

b Nihi pagu pe.gadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 5O0 matyar Orang / Pakel 4.030 000

c Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 mfyar sd. Rp 750 milyar Orang / Pakel 4 490.000

d Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 milyar sd Rp 1 tilyun Orang / Pakel 4.940 000

Nihi pagu pengadaan di atas Rp 1 bjly.n Olang / Paket 5 s60 000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan 8a6ng I Non Xonbuksi )

a Nalai pagu peflgadaan di aks Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar orang / Paket 3.230.000

b. Nihr pagu pengadaan di alas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar orang / Paket 3 640.000

c Nilai pagu pengadaan di alas Rp 500 milyar s.d Rp 750 milyar orang / Paket 4 040.000

d Nilai pagu pengadaan di ahs Rp 750 milyar s.d. Rp t hlyun 0rang / Paket 4 450.000

orang / Paket 5 010 000e Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun

Hononrium PeDgguna AnggaEn Pengadaan Jaga ( [on Kontu*si )

orang / Pakel 1 510.000a Nilai pagu pengadaan iasa konlultasi 4asa lainnya di atas Rp 10 milyar s d Rp 25 miyar

orang / Paket 1.750.000b Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi 4asa lainnya di alas Rp 25 milyar s d. Rp. 50 milyar

orang / Paket 1.990.000c Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi 4asa lainnya di atas Rp 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar

0rang / Paket 2 230.000d Nilai pagu pengadaan jasa konsltasi ,asa lainnya di alas Rp 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar

2 560.000e Nilaipagu pengadaan jasa konsulhsi4asa lainnya dialas Rp 100 miryar s.d. Rp. 250 milyar 0rang / Pakel

2 880.000I Nilai pagu pengadaan jasa konsullasi 4asa lainnya di alas Rp 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar orang / Paket

3 200 000Nilai gagu p€ngsdaan jasa konsulasi /jasa lainnya di alas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar Orang / Pakel

3 s20 000h Nilai pagu pengadaan jasa konslltasi {asa lainnya di atas Rp 750 milyar s.d.Rp I hlun Orang/ Pakel

Nilai pagu pengadaan jasa konsuhasi 4asa lainnya di atas Rp I tfityun Orang / Paket 3 960 000

1 HONORARIUi! PERANGKAT UNIT KERJA PENGAOAAN BARAI{G DAN JASA (UKPU)

4.1 Kepala Orang / Bulan 1.000.000

4.2 Sekela s/Slaf Pendukung Orang / Bulan 750.000

5 HONORARIUIil T,IARASUMBER/PEIIBAHAS/I{ODERATOR/ PEIilBAWA ACARA/PANITIA

5.1 Hoflonrium Nansumber / Pembahas

a. Menlery'Pejabal Setingkat MenterrPejabat Negara Lainnya Orang / Jam 1.700.000

b. Kepala DaeBhiPejabal Selingkal Kepala DaeGhiPejabat DaeEh Lairnya yanq diselaralGn O,ang / Jam '1.400 000

c Pelabat Eselon l/yang disetaGkan 0rang / Jam 1 200 000

d. Pejabal Eseion ll/yang diselarakan 0rang / Jam '1 000 000

e. Pejabal Eselon lll ke bawah/yang disetarakan Olang / Jan 900 000

Honorarium Moderator Orang / Kegialan 700 000

Honor"dum Pembawa Acaa Orang / Kegialan 400.000

5.4 Honorarium Panitia

Orang / Kegiatan 450.000a Penanggung Jawab

Orang/Ke!iatan 400.000b. Ketua/Wakil Ketua

c. Orang / Kegiatan 300.000Sekretaris

d Anggola Orang / Kegiatan 300.000

HONoRARIUIi'I TIX PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT IIM PELAKSANA KEGIATAN

6.1 Hononrium Tim PelakEana Keght n
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6.1.1 Yang Diletapkan oloh Kepala 0a6mh

a Pengarah 0lang / Bulao 1.500.000

b Penanggung Jawab Orang / Eulan 1 250 000

c Koodinalor / Ketua Orang / Bulan 1 000 000

d Wakil Ketua Orcng / Bulan 850.000

e Sekretaris orang / Bulan 750.000

Anggola 0rang / Bulan 750.000

6,1.2 Yang ditolapkan oloh SekEt rk Drerah

a Pengarah 0rang / Bu an 750.000

b Penanggung Jawab 0Gng / Bulan 700.000

c Koordmator / Kelua orang / Eulan 650.000

d Wakrl Ketua Orang / Bulan 600 000

Sekretaris 0ran9 / Bulan 500.000
L Anggota 0rang / Bulan 500 000

6.1.3 Yang ditotapkan oleh Kepah Perangkat Daerah

a Pengarah orang / Bulan 500.000

b Penanggung Jawab Orang I Bulan 450.000

c. Ketua Orang / Bulan 400.000

d Wakil Ketua Orang/8ulan 350 000

Sekretaris Orang / Bulan 300 000

Anggota Orang / Bulan 300 000

Hononrium SskBtadal Tim Pglal(sana Kegiahn

6.2.1 Yang ditehpkan Oloh Sokrclads oaonh
a Kelua / Wakll Kelua Orang / Bulafl 250.000

b Anggota Orang / Bulan 220.000

7 HONORARIUM PEMBERI KETERAT{GAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACAR,A

7.1 Honoranum pemberi Kelerarlgan Ahli/ Saksi Al i Orang / Kegialan 1 800 000

72 Honorcnum beracara Orang / Kegiatan 1 800 000

8 HOI{ORARIUM PENYULUH NOt{ PEGAWAI NEGERI SIPIL, HOTIORARIUI TEIIAGA HOI{ORER/IENAGA (OilIRAK

DAERAH OAN HOTIORARIUiI KHUSUS TENAGA EDIS

8.1 HOI{ORARIUI PEiIYULUH t{OiI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SLTA Orang/Bulan 2 100 000

Dl/BuDllusariana Terapan 0rang / Bulan 2 400.000

Sarjana (S1) Orang / Bulan 2.600.000

Master (S2) orang / Bulan 2.800.000

Dohor (S3) 3.000.000

E.3 HOI{ORARJU TEI{AGA HARIATI/XONTRAKiI(EAMANAN

Salpam dan Pengemldi 0rang / Eulan 4 604.000

Petugas Kebersihan dan Pramubahi 0rcng / Bulan 4.185.000

HOI{ORARIUM ROHANIAWAN

9.1 HONORARIUM ROHANIAWAN OK 400.000

10 HONORARIUII II PENYUSUTTAN JURTIALIBULETII,I/UAJALAH/PENGELOLA WEBSITE

10.1 Honorarium Tim Penyusun Jumal

a Penanggung Jawab Orang / Tedilan 500 000

b Redaktur Orang / Terbjlan 400 000

c Penyunting / Editor Orang / Tetlitan 300 000

d. Desain Gafis Orang / Terbitan 180 000

e Fotografer Orang / Tebitan 180.000

I Sekretaral orang / Tedilan 150.000

10.2 Honoradum Tim Penyusul Bulelinfilajalah

a Penanggung Jawab Orang / Terbitan 400.000

b Redaktur Oraig / Tebitan 300.000

c Penyunting i Editor Orang / Tedilan 250.000

d Desain Grafis Orang / Tefuilan 160.000

e Folografer Orang / Tefuilan 180 000

t Sekretariat Orang / Tebjtan 150 000

10.3 Honorarium Tim Pgngelola Tgl(nologi lnformasi lPengelola lvekitr
a Penanggung Jawab Orang / Bulan 500.000

b Redaklur Orang / Bulan 450 000

c. Editor orang / Bulan 400 000

d Web Adnin 0rang / Bulan 350.000

Web Developer 0rang / Bulan 300.000

'10,4 Honoradum PenulidPembual Arlikel

PenulgPenbual Akkel Jun'al Per Halaman 200.000

b Pe\ ulis,/Pembual Atikl BuietnMajalahMebsite Per Halaman 100 000

a
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11 HONORARIU PENYELEI{GGARA UJLAX

11.1

Naskah /a. Pefl yusurrpembuat bahan ujian

Honoladum Ujian Tingkat Pcndiditan oasar

150.000
b Pengawas Ujian 0rang/Ha.i 240 000
c Pemeriksaan hasil ujian Siswa / Mata an 5 000

11.2 Honoradum Penyelongg.ra ian Tinglal Pcndidikan h

a Penyusun/pembuat bahan ujian Naskah / Pelajaran 190 000
b Pengawas Ujian Orang I Han 270.00a
c Pemeriksaan hasil ujian Siswa / Mata Ulian 7.500

PATETIKOTAUMHONORARI ENULP ISAN EUTIR TINGSOAL TKA ROVINSP XABUt,

121 Honorarium Penulisan Buti soal Tingkat Proviosi, Kabupaten/Xota Per Butir Soal 100.000
12.2 Honoranum Telaah Buk soal Tingkal Proensr, Kabupaten(ota

a Telaah Malen Soal Per But[ Soal 45.000
b Telaah Bahasa Soal Per Butr Soal 20 000

TANHON ORA MRIU GPENYELET KEGARAAN P OANEITDIDIKAN TPELA IHA'{ IDIKLAT)

131 Honorarium Penceramah Orang/Jam /
Pelajaran

1000.000

132
Honorarium Pengajar yang berasal dai luar satuan keria peEngkat daeEh penyelewara Orang/Jam /

Pelajaran
300 000

13.3 penyelenggaraHonorarium Pengajar yang berasal dari dalam saluan kerja perangkal daerah 0rao9 / Jam / 200.000
13.4 Homraium Penyusunan Modul Diklal Per ModuL 5 000 000
13 5 Honoranum Panitia Penyelenggac Kegialan okhl

a. Lama Diklat s.d 5 hari:

1 Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 450.000

2 Ketua/Wakrl Ktua Orang./Kegialan 400.000

3 Sekrelaris Orang,4Ggiatan 300 000
4 Anggota Orang/Kegiatan 300 000

b Lama Diklat 6 s d. 30 hai
1 Penangoung Jawab Orang/Kegiatan 675.000

2 Ketua/Wakii Ktua Orang/Kegialan 600.000

3 Seketarls Orang/Kegiatan 450.000

4 Anggota Ora ng/Kegial,an 450.000

c Lama oiklal lebih dari 30 had:

1 Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 900.000

2 Ketua/Watil Ktua Orang/Kegiatan 800 000

3 Seketads Orang/Kegiatan 600 000

4 Anggota Orang/Kegiatan 600.000

11 HOTIORARIUM TI ANGGARAiI PEiTERINTAH OAERAH

14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah lherah
a. Pemblna Orang / Bulan 3.500 000

b Pengarah Orang / Bu,an 3.000.000

c Ketua 0rang / Bulan 2.500 000

Wakil Ketua 0rang / Bulan 2.000.000

e. Sekretaris Orang / Bulan 1.500.000

L Anggota Omng / Bulan 1 300 000

14.2 HonoErium Sekrctariat Tim Anggaran Pemerintah oaerah

Ketua Orang/8ulan 1.000.000a

Orang / Bulan 900 000b Sekretaris

orang I Bulan 600.000c Anggota

15 HOI{ORARIU}I FORKOPIMDA

Orang / Bulan 12 500.00015.1 H0NoRARIUM F0RK0PIMDA Kelua

Orang / Bulan '11 000.00015.2 HONORARIUM FORKOPIMDA seKelens

0€ng / Sulan 10 000 00015 3 HoNoRARIUM FoRKoPIlrDA Anggota

Orang / Bulan 7 500.000154 HoNoRARIUM FORKoPIMDA Tim &k.elaial

t5 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR ASN

16.1 UANG LEMBUR PNS

18 000a Golongan I Orang / Jam

Orang / Jam 24.000b Golongan lL

Orang / Jam 30 000c Golongan lll

Orang / Jam 36.000d Golongan IV

Uang Makan Lembur

OH 35 000a Golongan I dan ll

OH 37 000b Golongan lll
41 000c. Golongan lV OH

17 SATUAN BIAYA UANG LEIBUR DAII UANG AXAN LEIBUR BAGI PEGAWAI NOt{ APARATUR

SIPIL NEGARA, SATPAM, PEI{GEI{UDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAI{ PRAI{UBAKTI
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17.1 Pegawai Non Aparatn Sipil tl€gara

a Ua,|g Lombur OJ 20.000

b UaU Mskan l-€fibu OH 31 000
17,2 Salpam. Pengemudi, Petugas Kobersihan, dan Pomubakli

a. Uaq Lsmbur OJ 13 m0
b Uang Makan Lflhl OH 30 0m

Msksiral Jam Lemtur

- Pada Hari Keda Maksimsl 5 Jrn
- Pada Hai Libur Mal3hal 10 .Er

't8 HOIIORARIU IIARASU gER, TOOERATOR, ATAU PESBAWA ACARA PROFESIOI{AI

18,1 Honoranum Narasumb€r OJ 1.7m.000

1.000.00018,2 Honorarium Moderator OK

OK 750.m018,3 Hooor!@m Pemba*a Acara

IIIIIIIIIIIIIrI

NlAtt

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
aslinya;

HUKUM,

LALLO,SH
200312 2 006
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LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER2O23

No. Ureian Eelanja Spesifika3i Satuan Harga
1 2 J 4 5

1 SAIUA}' SIAYA PAKET KEGIATAIi RAPAT

SETINGKAT XEPALA DAER,AH ATAU ESELON I HALFDAY Orang / Palet 482 000

FULLDAY Orang / Pal@t 768 000

FULLBOARD Orang / Paket 2 063.000

RESIDENCE Orang / Pakel 1 250 000

SETINGMI ESELON II ITALFOAY Olang / Palel 442 000

FULLDAY Orang / Paket 698 000

FULLBOARD Orang / Pakel 1863.000

RESIDENCE Omng / Palel 1 140 000

ESELON III KE BAWAH HALFDAY Orang / Paiel 321.000

FULLDAY Orang / Pakel 478 000

Orang / Paket 1 182.000

ketenngen

Safuan biaya pakd kegiatan l?pat atau parlemuan

dilual kantor menunrl la,na peiyelenggaraan lerbagi

dalam 4 (empat) ienis yaitu:

a Pakel Fulltutd

Satuan biaya pakel tullboard disediakan unhr& paket

kegGlan rapal alau pe{emuan yan{ drselengga€kan

di luar kanlo, sehari pafluh dan menginap. lGnpc.ran

paket mencalop akomodasil (sahr) maiam, makan 3

(tiga) kali, rehat kopidan kudapan 2 (dua) kali, ruang

perteouan dan fasililasnya

b Pakel Fulday

Satuan biaya paket tu lday disediakan untuk pake{

kegialan €pal atau pertemuan yarE dis€le.gga.akan

diluar kantor minimal8 (delapan) iam tanpa

nenginap. Komponen paket mencakup makan 1

lsatu)kali, rehat ko dan hrdaFn2 (dualkah,
ruanq pefteInuai dai hsrltasM
c Pakel Halfday

Saluan bEya palet hallday disediakn unluk p6kd

kegialan lapat atau p(emuan yang diselenggackan
drluar kanlor minmal5 (lma)Jam tanpa mengnap.

Komponefl pakel men€kup makan l(satu) kalr, renat

kopi dan ludapan
1 {salul katr. ruafl{ De.temuan dan fasrlitasnva 2 tdLr6)
kal, ruanq #rt6midn dan hsil asnya.

d Pakel Residence

Saluan biaya pakel rcsijence disediakan unlukpakel
keghtan rapat ahu pertemuan yang dis€hnggaaakan

di luar kantorminimal12 (dua belas)jam dan tanpa

menginap. Komponeo paket mencakup makan 2

(dua) kali, rehat kopidan kudapan 3 (tila) kali,

ruarg perlemuan den fasililasnya.

Akomodaai Paket Fulboaid di atur 8ebagi borikut

1 ) Untuk pejabal eselon ll stau yang disetarakan ke

atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (salu) olaE

2) Untuk pelabat eselon lll keb.rvah, akcinodasi 1

(satu) kamar untuk 2 {dua) olal8

UAIIG HARIAII XEGIATAi{ RAPAT ATAU

Uang Harian Kegirtan Rapot atau Pert{uan diluat

Kantor

FULLBOARD Orang / Han 200.000

STAITDAR BIAYA UMUM BARANG DAIT JASA
TAHUI{ ANGGARAN 2024

FULLEOARD

I
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UarE Hadan f.egiatan Rapal ata! Peflemuan diluar
Kantor

FULLDAY/HALFOAY DI DALAM KOTA orang / l-lei 140.000

Uang Harian Kegiatan Rapat alau P€rlemuan diluar
Kantor

RES]DENCE DI DAIAM KOTA Orang / l-hfl 200 000

l<ele/,/,.gan :
Pantua yang nemetukai wa,j,) tanbahan untuk
men p e rs,ia p k a n pe I a ks naan keg i ak n d an

Wyelesaian pnanggwry kwaban dan pesta yang

nenelukan waQu tanbahan unluk bemngkt alau
pulang di tuar waF,u pelak&naan l<egiatan.dapat

diabkasikn bian penginapan dan uang haian
petklanan dinas ssuail/€rtentuan yang belaku,
untuk 1 (satu) had *belun da atau 1 (sf/Lu) hai

3. SATUAI,I BIAYA KOIISUMSI RAPAT/KEGIATAI{

3.1 AKANAII RAPAT/KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAI]/
ESELON I/SETARA Makan 0rang/Kair 110 000

Kldapan (Snack) 0rang/Kall 49 000

RAPAT BIASA lvlakan Orang/Kali 61 000

Kudapan (Snack) Olang/Kali 33.000
Ptasmanan Easa Porsi 200.000

Porsi 330 000

Makanan khas papua
Pa@aAJbr uhan /sejeiisnya larnya (ikan muhr
+kangfrung bunga +[€@ Porsi 200.000

Tumpeng Kecil Komplit Pakel 1.300 000

Sedang Komplit Paket 2 210 000

Sesar Kofiph Pakel 3 250 000

3,2 Ponambah Day, Tahan Tubuh OH 25.000

3.2 MAXAI{AII AKTIVITAS I.APAIIGATI

(1 Ekor Bab{ + Kelengkapannya) 35.000 000

l\etenn$n: Kegialan acan DEkat balu ledii dai
babi 1 25.400 0{r0 25.000.w0

sayur 1 L000 a1a 1 .000 0N
umbi 1 1.500 000 1.500 0N
lenaga lapangan 2 1.400.404 2.000 0N
kayu 1 w 004 5M.000

balu 1 500.004 500 000

tuk 1 5N.000 500 000

lenda 1 5u0.004 5N.000

psa kd]€jtsihan 2 1.000.000 2.000.0@

komsrmsi 1 1 500.000 1 500 0a)
35.000.400

4 SATUAII BIAYA PEITTELIHARAAII

4.1 SATUAIT BAYA PEXELIHARAAI{ GEOUI{G /
BANGUNAN

Ged!ng Bertingkat M2lTahun 487 000

Gedung Tidak Beftngkat MZTahun 2n 000

Halahan Gedung/8anqlnan Kanlor MZTahun 14 000

4.2 SATUAX BIAYA PEflELIHARAAN KENOARAAI{

0t As

Pere-liharaan K€fidaraan Dinas Kepala Daerau l@ua

DPRO

Unit/Tahun
45 670 000

Pemeiiharaan Ken&raan Daias Anggola DPRD Unil / Tahun 44.010 000

PsndihaBan Kendaraan Dinas Pelabat Esellon I Unit/Tahun 42.350 000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Esellon I Unit/Tahun 42.530 000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas opeE8ional Roda

Empal

Und / Tahun
37 600.000

Pemellharaan Kendaraan Dinas operasonal Dolue Unrt / Tahun 33.660.000

Pdneliharaan K€odaraan Dinas Operasional Roda

0!a
Unrt/Tahon

5 320 000

4.3 SATUAII BIAYA PEITELIHARAAI{ OPERAS,OIIA.

opemsond Dalarn L ngkungan Kanto. Unit/ Tahun 9.750.000

Roda 6 Unit / Tahun 37.110 000

speed Boat Unit /Tahun 20.240 000

1_4 SATUAT BIAYA PEITELIHARAAN SARAI{A
XA}ITOR

Pemdiharaan Sarana Xentcr ( lventaas xafior) Meja,4(ursi Orang / Tahun 80 000

Pandiharaan Sarana Kanhr (Peonal

Kompuler/Notebook)
Pe6ona Komputer/Nolebook

Unil / Tahun
730.000

P€mdrharaan Saraia Kar{o. ( *inle.) Pnnter Unil /Tah!n 690 000

Pandiha?an Saram lcfltor ( AC Spli) AC Spil( Unit / Tahun 610 000

Pemeliharaan Sarana Nanlor ( Gensel ) Genset lebrh kecil dari 50 KVA Unit /Tahufl 7 190.000

PemelhaBan Sarana f€nbr (Genset ) Gensel 75 KVA Unit /Tahun I 640 000

PemelihaEan Sarana Kanlor ( Gensel ) Gensel 100 KvA Unit / Tahun 10.150.000
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Pemelihal.an Sarana lGntor ( Genset ) Genset 125 KVA Unil / Tahun 10.780 000
Pemeliharaan Sarana lGntor ( Gensel ) Gensel 150 KVA Unil / Tahun 13.260 000
Pemeliharaan Sarana f,anbr ( Gensel ) Gensel 175 Kr'A Unil /T.hun 14 810 000
Panelharaan Sarana lGntor ( Genset ) G€ns€t 200 KVA Unit/Tahun 15 850.000
Pernellharaar $rana lGntor ( Genset ) Gens€l 250 KVA Unil / Tahun 16.790 000
Pemelharaan Sarana Kantor ( Genset ) Genset 275 KVA Unil / Tahun 17.760 000
Pemeliharaan Sacna Kantor ( Gensel ) Genset 300 KVA Unit/Tahun 20 960 000
Peoelha.aan Sarana lGntor ( Genset ) Gens€t 35O Kr'A Unit /Tahun 22 960 000
PemdihaEar Sarana lGmor ( Genset ) Gens€t 450 KvA Unit/Tahun 25 620.000
Pemelrhar"an Sarana Krnior ( Gensel ) Gensel 500 l(vA Unil / Tahun 31.770.000
Xeletangan Biaya Penelkarcan Gersel belun terfiasuk kebuluhan bahan bakar nnyak

5. EELANJA SEWA XETIDARAAN

5.1.1
S.wa Kendaraan Polakianaan Kogiatan lBidontil RODA 4 Por tlari 1't'14000

RODA 6/BUS SEDAIIG Pgr Hari 4082000

RODA 6/8US EESAR Per Hari 5248000

5.1.2 Sewa KendaBan operesional Pejabal PEJABAT ESELOII I Per Bulan 17660000

SEWA KEIOARAAII OPERASIOIIAL PEJABAT PEJABAT ESELOII II Per Bulan 11.850.000

Setra Kendanan opercsionil l(antor drn/atau
Lapangan

PICK UP Per Bulan 8.530.000

Per Bulan 7.200.000

OOUBLE GARDAN Per Bulan 17.630.000

5,2 SEWA SARAIIA [!oB|L|TAS UoARA

Charler Pesawal Nabke - Paniai Krll 34 100 000

Charter Pesawal Natire Dogiyai Kal 34 100 000

Charler Pesawat Nabire - oelyar Kar 34 100 000

Charter Pesawat Nabire - Sugapa Ka 38 500 000

Charter Pesawal Nabrre Mulia KaLi 48 400 000

Charter Pesawat Nabire ' llaga Kar 48 400 000

Charlef Pesawat Mlre - Tlm ka Ka 57 200 000

5,3 SEWA SARAI|A iIOBILITAS AIR

Speed Eoai Teluk Umar Unil 20 000 000

Speed Boat Wapoga Unit 20 000 000

Speed Eoat Napan lJn( 15 000.000

Sp€ed Boat Yaua llnn 15.000.000

Kelercnga, Etaya Sewa Makinal Fr Unil Berdasa*an luak Tenprh

5,4 SEWA TENOA

Sewa Tenda 4x6 Meler Hari 630 000

Sewa Tenda 4x6 Meter Rufibar Han 695 @0

Sena Tenda 6x6 Meler Han r.650.000

Sewa Tenda 4x6 Meler (VlP) Hafl 1100.000

Sewa Tenda 6x6 Meler (VlP) Han 2.150 000

Sewa Tenda 8x6 Meler MP) Han 3.300000

Sewa Tenda 6x12 Meter (V P) Han 5.700.000

Sewa Tenda 8x12 Meler (VlP) Han 6.S50.000

sewa Tenda PanggLrng Ukuran 2 x 3 Meler/ Kecil MP) Hari 2.520 000

Sewa Tenda ParEgung Ukuran 1X4 /Xeol (VlP) Han 1.890.000

Sewe Tenda Panggung UkuEn 4X6 /Sedang MP) Han 2.562 000

Sewa Tenda Pa4glng Uklran 5X8 /Sedan! MP) Hari 5.040 000

Sewa Tenda Pangglng LJkuran 8X6 /Sedang (VlP) Han 6 S30 000

SewE Tenda Panggun! Uku€n &8 /8esar (ViP) Han 25.200 000

Pang!ung REging Flar 10.500 0m
Panggung Rigqing Ukuran 10 r 12 Hari 15 800 000

Panggung + Tenda teroiiongan Ukuran 8 r 6 Hari 7.300.000

SEWA KTJRSI

Sewa Kursi Plaslik Hari 6 500

Sewa Kulsi F utu ra./Chitose 35 000

Sewa Kurcr Futura/Chilose + Sarung KuGi Hai 45 000

Sewa Ku6i Futura/Chiose (Jarak Jauh) Hari 50.000

Sera Kursi Fdura/Chilose + Sarung Ku6i (Jal"k Jauh) Hari 70 000

Sewa Kursi Plastit (Jarat &dr) Hai 10.000

Se$a Kursi Soh S€l Han 2.000.000

5,6 SEWA MEJA

Sewa Meja PGs.nanan Menggunakan Taplak uk. 60crnx1.8mh Han 525 000

Selrr [re& Prasananan Meflgglnalan Taplak uk 8ocrnrzff Han 720.000

Se,r/a Meja Bulat Menggunalan Taplak Han

5,7 SEWA SOIJ IID SYSTEM

Sewa Sund Sislen 500 Wat Didalam Gedung / Standar Han 6 500 000

Sew? Sund Srsten 10000 $Hl Dlluar Gedung / Sandar Han 13 000 0m

MI IBUS

5.1.3

lJkuBn 6x I

Hari

850.000

I

I

I
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Se\r6 S!.d Sislenr 20000 ubt Dtua, Gedung Hari 26.000 000

Sena li,lusik Gambugsruling Tamh.[ Set / acara 8.r00 000

Sewa Mic Wreless Per had 650 000

sewa Keyboad Kali 980 000

Infokls 5000 Lumeo Han 1.950.m0

Gensel 25 KVA 3.350 000

Gensel 70 Kr'A Ha.i 6 550 000

5 7 b SEWA PERALATAT{ ACARA

Kipas Angln Uap Air Han 500 000

5.8 SEWA GEDUNG PERTEiIUAII

Sewa Ruang Pertemuan llolel 1N Orcng Hari 37.800.000

Se*r RuarE Pertemuen lHd lNOnNlSlun) Kali 6 300 000

S€wa Gedung Pedemuan l<apasilas lfi Aang { I Jm) 7 560 000

Sewa Gedung Peienuan Kapaslas 2(N Otaog ( E Jan) Kal 7 560 000

Sewa Gedung Peisnuan Kapasitas WOGns ( 8 Jdn) Kal 7 560 000

Se*a Gedlng Pedemuan Kapa$las 5(0 orang Harl 6 300 000

Sewa Rlang Pertemuan Holel Ealloan 240 M2 ( I JaLn) Kali 29 610.000

Sewa Ruang Peiemuan lk el Ballro@ 240 M2 ( 4 Jan) Kal 15.120 0@

Sera Ruafi! Penemuan l-idel Ankoonr flJ M2 Han 56 700.000

Sewa Kamar HoH Deluxe Hari 1 108.800

5.8 b SEWA RUMAH

Sewa Rumah Xecil (l:&n2 - j,frn2) + pftbl Tahun

Sewa Rumah &nang (31frn2 - 4frm2) + N*d Tahun

Sewa Rumah &,sar >500n2 + NaLtol Tahun 202 500 000

Catalan : Sevz Runahflenpat lirygal hanya dipauatukkan lEgl Pohbat Es.lon l, ll, Wl€'t lns,d'osi Vf,likal dan atat! Pihak Ketiga fi.,g
ndaluhzn Peiaojian KqfrlsN

5.8.c SEWA GEI)UIIG KAI{TOR

Sewa Gedung Kantor Ukuran Bes?r Bedngkal (Aks€,s Jalan Utana) Tahun 337 500 000

S€wa Gedung Kanlor Ukunn 8€sar Betindat {Aks€s di Luat Jalzn Ulata) Tahun 270.000 000

Sewa Geiung Kanlor Ukuan Besat lidak Bofingka! (l*ses Jdan Utana) Tahun 202.500000

Sewa G€dung f,anlor Ukunl Eesat lidak Bedinilal (l,kses di Luat lalan Utuna Tahun 135 000 000

Sewa Gedung Kalor Ulatnn ang Mtingkal (Aklrs Jalan Ulana) Tahun 270 000 000

Sew? Gedung Kantor Uku@0 Wa[g Beiingkal (Akes di Luat Jalan Utana) Tahun 202.500 000

Sewa Gedung Kantor Ukunn sfdury Tidak bdingkat (l'kses lalan Ulana) Tahun 135.000 000

S€wa G€iung fGntor Ukuin sedang Ttdak Betlingkat (A*&s d1 Luar Jalan Ubrn Tahun 101 250 000

SEWA STAII PAMERAII

Sewa Stan Pafieran 'fingkat Nasional Per hari 5.000.000

Sewa Stan Pameran Tingkal Provinsi Per hari 3 500.000

Sewa Stan PameGn Tlngkal Kabupalenn(ota Per had 2 000 @0

6. BELAI{JA PUBLII(ASI DAN PEIIYhRAII

6.1 PENYIARATi (WRD

Iklan Komersial ffVC)

TVC / klai Komersral Duasi Pe. 5 D€4k Tayang / Spol 98.600

TVC / lklan Konelsral Durasi Per 10 Detik Tayang / Spot 127 N0
TVC / lklan KomeBial Dlrasi Per 15 Delik Tayang / Spol 191 400

TVC / lklan Kome6ial Dlrasl Per 20 Detk Tayang / Spot 255.200

0!ras Per 30 Delik Tayang / Spot 319.000

Dlraa Per 45 Delk Tayang I Spol 406 000

TVC / lkian Komersral ou.asl Per 60 Detk Tayaig / Spol 638 000

TVC / lklan Komersial Durasl Per 90 oetik Tayang / Spot 870.000

TVC / lklan Komersral Duras Per 120 h k Tayang / Spot 1 102 000

Runnrng Texl Duras Per 15 oebk Tayang i Spol 81 200

Super lmpqsed Logo Tayang / Spot 81.200

Time Signal 15 Detik DLrrasi Per 15 Detk Tayang / Spol 174 000

Time S€nal ?O Detk Durasi Per 30 Debk Tayang / Spot 290 000

lklan Layanan ilasyarakat (PSA)

PSA DuEsi Per 5 Detik Tayang / Spol 81200

PSA Durae Per 10 oetik Tayang / Spot 104 400

PSA Dulas Per 15 Detik Tayano / Spot 203.000

PSA Durae Per 2C Detik Tayang / Spol 208 800

PSA Durasi Per 30 Mk Tarang / Spol 261.000

PSA Durasi Per 45 Detik Tayang / Spol 319.000

PSA Durasi Pe. 60 Detik Tayang / Spol 37?.000

PSA Durasi Pe. 90 Delik Tayang / Spot 435.000

PSA Durasr Per 120 hlk Tayang / Spol 522 000

Runn ng Text Durasi Per 15 Delik Tayang / Spot 52.244

Super lmposed lrgo Dlrasi Pe. 10 Delil Tayang i Spot 81200

Video Clip Mr6ik DLras Per 4 Me.xt Tayano / Spot 261.000

Adletodal 8€rit, / News

Advelona Benla Dums Per 2 Mefll Tayang / Spol 500 000

Han

Kali

101.250 000

135.000.000

TVC / lklan KomelsEl

TVC / lklan Komersial

Dulasi Per 15 DeUk
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Pefyiaran lKl-AN MNCTV perilspot (Non Primetme) Durasi 60 Delik Kali 22 680.000

Penytaran NEWS PACI MNCTV Ducsi r 2 Mend Kali 37.800 000

Penyiaran NEWS SIANG MNCTV Dlrasi 2 Menil Kali 75 600 000

Penyraran NEWS MALAM MNCTV Durasi 2 Menil 37.800 000

6.3 Cendraw,sih POS

E.lanja Sulat f\abar/filajalah
gelanla Su€t lGbar4i,iEahh CeJrdrawa6ih Pos ( Cepos) Exemplar 15 800

Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentati

Berik Pariwara

Media Cetak I halaman FC (Atas) Per Halaman 18 900 000

Media Cetak I halaman FC (tengEh) Per Halaman 12 600 000

Medra Celak t habman FC (Kanan-Krn) Per Halaman 10.080.000

Medra C,etak Halaman Dabm/g FC ( Alas Folo A) Per Halaman 6 300 000

Media Celak Halaman Dalamig FC ( Atas Foto B) Per Halaman 3 780.000

uedla Cetak Halaman DalarYg FC oelEah) Per Halaman 3150 000

Media Cetak Haiam.n Daianvg FC (KaEn) 2.520 000

Media Cetak Halaman Dalam 8W (Atas) Per Halaman 1 890 000

Advelo.ial Berila Duras Per 5 Meid Tayang / Spol 1125.000

Duras Per I Menil Tayang / Spol 200 000Filler / lnfolonal

400.000tiher / lnfotorial Dura$ Per 2 Llenn Tayang / Spol

Dialog i Talk ShoYr

60 Menrt Pakel 10 000 000Program 60 Menit

Pelayanan Siaafl Pllgnm
Paket 3 750.000Progrdm 15 lreirt Duiag Per 15 Men

P@gram 30 lilenit Duras Per 30 Meflil 5.375.000

Pogram 45 Menil DLrGs Per 45 Menit Pakel 6 000 000

Pmgram 60 Meo Duras Per 60 Men Pakel 7 000 000

Prcgram 90 Men Duras Per 90 Me.d 8.000.000

Duras Per 120 Ment 10.000.000Program 120 Menit

Siaran Langsung (Liv€ & Livo Deley)

Sraran Langsunq (Lokasi Kola Natie) Dirrasi 60 Menil Tayang / Spol 35.000.000

Sraran Lang$hg (Lokasr Kota Ndrire) oLilag 120 Mefl Tayang / Spol 45 500.000

Tayang / Spot

35 000.000
SiaEn Langsung Lokasi Kabupale. Nabird oiluar

Kabupalen Nabrrc
Durasr 60 Menil

Tayang / Spot

45.500.000
Siaran Langsung LokasiKabupat€n Nabid Diluar

Kabupalen Nabirc
Durasr 120 Men

Liw Delay Lokasi Kota Nabire dan Luar Kabupaten

Nabire
Duasi 50 Menit

Tayang / Spot
35 000.000

olrrasi 120 Men{l
Tayang / Spot

45.500 000
Li',/o Delay Lokasi Kola Natirc &n Luar lGbupalen

tlsbire

Tayang / Spol
120.000 000SeY/a Lnk

Siaran Tunda (Live Recod)

Durasi 60 Menil

Tayang / Spot

25 000 000Siaran Tunda Lo{asi Kota Nabird D,llar Kota Nabie

garan Tunda Lokasr Kola NabrreJ Dlu Kota I'kb[e oura$ 120 Uei(

Tayang / Spol

32 500.000

S aran Tunda Lokasr Kota Nabire/ Di uar Kota Nabire Durasi 60 Menil

Tayang / Spol

20.000.000

Dlrasr 1m Mend

Tayang / Spol

26 000 000Siaran Tunda Lokasr Kota NaUd Crillar Kota l,hbire

6.2 PENYTARAN [rV SWASTA)

Penyiaran IKLAN MNCTV peri lspot (Pdmebme) Durasi : 30 Detik Tayang / Spol 15.120.000

Penyraran IK-AN MNCW per/16pot (Ncn Pnmeline) Durasr r 30 Delik Kal 11.340 000

Penyia€n IKLAN MNCW per/1spol (Primeiime) Durasi : 60 Detik Kall 30 240 000

-

I

I

I

Kali

T l

I
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Medra Cetak Halanan oalam BW (tengah) Per Hahman 1 260 @0

Media Celak Halaman oalam 8W (f6nan) s45 000

Media Cetak Halaman Dalain BW (Kin) Pet Halaman 630 000

Pepua Society

Media Cetak 1 Folo Exemplar 630 000

lklan Pa*et (BW)

BUMN /8UMD, Pedankan, otomolif, Prcpetu,

Penedangan, Elektronik, Mall
3Xi00ii(26Hari) Kali 16 900 000

2X100m(26Hari) Kali ff 250 000

2 X 50 mm(26 Hari) Kali 5 625 000

1 X 50 mm(26 Han ) Kalr 2 812.000

Travel. Holel, Restoran & Pub. Pendiiilin 3X100m(26Had) Kal 11.250.000

2X1COm(26Had) Ka 7 500 000

2 X 50 mm(26 Hari) Kall 4 125 000

1 X50 mm{ 26 Hafl ) 1.875 000

Pengobalan / Pijal, Salon, lGrohan6n, CatqyB 3X100m(26Had) Kal 5 625 000

2X100m(26Hari) Kali 4.125 000

2 X 50 mm( 26 Hari ) Kali 1.875.000

I X 50 mm( 26 Hari ) Kali 975 000

lklan Ucapan / Sosial 1 Halairan( 26 Han ) Kali 16.400 000

12 Halam (26 Hari) Kali 8 800 000

lil Halam (26 Had ) &li 4 700 000

1/8 Halam (26 Han ) 2.350.000

3 Kolom X (26 Had ) Kali 1 350.000

x 6.6 PE}IYIARAII GTV

Penyiaran KLAN GW pe/1s8 (P.imetjme) Durasir 30 Delik Kali 13 860 000

Penyiaran |KIAN GTV per/1spol (Non Primelirne) Durasi : 30 Detik Kah 12.600 000

Perryiaran IKL-AN GTV p€ri lspot (Pflm€tme) Durasi : 60 Delrk Kah 27 720 0N
Penyiaran IKLAN GW per/1spot (Non ftimelime) Durasi :60 Delik Kali 25 200 000

Penyiaran NEWS PAGI GTV Durasi : 2 Menit KaIi 37.800 000

Peflyiaran NEWS SIANG GTV Durasi r 2 Menrt Ka 56.700 000

Penyrarai NEWS MALAM GTV Durasi r 2 Menrt Kal 37.800 000

6.7 PENYIARAII RCTI

Penyiaran IKLAN RCTI pellspol (Pri$etme) Durasi : 30 thlik Kali 16 380.000

Penyraran IKIAN RCTL pe/1spol (Non PnmelinE) Durasi r 30 Delrk Kali 13.860 000

Penyiaran IKIAN RCTI p.dlspot (Pdtdlme) Durasi r 60 Delil Kali 32 760 0@

Penyiaran IKIAN RCTI pe/lspol (Non Primetime) Durasi :60 Delik Kali 27 .120 0@

Penyiaran NEWS PAGI RCTI Durasi : 2 Men Kali 50.400.000

Penyraran NEWS SIANG RCTI Durasi :2 Men Kali 8'1.900.000

PenyEran NEWS MALAM RCTI Durasi:2 Menit 50 400 000

6.8 PEXYIARAII INEI1S IIASIOIIAL

Penyiaran IXLAN INEWS NASIoNAI pefilspot

(Primelime)
ourasi : 30 oetik Kali 10 080 000

Penyiaran IKLAN INEIYS NASIoNAI p€r/1spot (Non

Pimetime)
Durasr : 30 Delk Ka 7 560.000

PenyhEn IKLAN INE$/S NASIoNAI- pe/lspot
(Primetme)

ourasi 60 Delik Kal 20.160 000

Penyiaran ]KLAN INEWS NASIoNAL per/1spot (Non

Primetime)
Durasi : 60 Delik Ka 15.120 000

Perryiaran NEWS PAGI INEWS NASIoNAI ourasi : 2 Men Kal 37.800.000

Penyiara. NEWS S ANC'/SoRE INEWS NASIoNAL Durasi :2 Menit Kali 56 700 000

Penyiaran NEWS MALAI, INEWS NASIONAL Dunsi:2 Menil Kali 50 400 000

Penyiaran TALKSHoWoIALoG INEWS i{ASIoNAL Durasr : 30 M€nit Kali 214.200.000

Penyiaran TALKSHoWDIALoG NEWS NASIoNAL ourasi : 60 l$enrt Kar 333.900.000

Penyiaran FULL BLoCKNG INEWS MSIoNAL
(Primetme)

Durasi : 30 Mend Kal

Penyiaran FULL BLoCKING INEWS NASIoNAL (Non

Pdmetime)
Ka 176 400 000

lkLanffvc/Filler INEWS LoKAI Durasi r 30 Delk KalL 693 000

lkLanmvo/Filler INEWS LoML Durasir60 Detrk Kali 1 386 000

Nei6 NEWS LoKAL Durasi r 2 Menil Kali 831600

Advetorial INEWS LOK L Du.asi: l5Menit Kali 6 930 000

oralog,Talkshow INEWS LoKAL DuGsi r 30 Menit Kalr 13.860.000

DBlog/Talkhor INEWS LoML Durasi r 60 lrenit Kali 27.720 0N
Full Siocling INEWS LoKAL DLrrasi:30 Meol Kaii 31 500 000

Full Blocking INEWS LOML Durasi 60l\,lenit Kali 63 000 000

6.10 PENYIARA}I JAYA TV

]VC Cfebvision Comercial) JAYA ]V Durasi : 30-60 Detik Kali 441 000

SlBndard Pmducljon Cod 6 300 000

Per Halaman

KA

Kalr

Kali

226.800 000

Durasi : 30 l\,!enil

I



Pt me Trme Plecement 630.@0
Publicservice Advertisement (P.S A) - BRANDED

Durasi r 3060 Detk Kal 315 000

Runung Texl JAYA TV 50 Kata Kaii 63.000
Super lmpose JAYA TV Durasi : 10 Detik 315 000

Dralog InleEltive Apakabar Papua JAYA W (0n A.i1 Durasi 60 Menil Kal 15.750 000

Dialog lnteGktjve Apakabar Papua JAYA W (off M Durasi : 60 [.lenit Kar 9.450 000

GREETING (Ucapan Selamat) JAYA lV Durasi 60 Delik (Biaya Prcduksi + 15 KaliTayar€) Kali 3.150 000

Slill Texl Plus Vcice over JAYA TV Durasi : 30 Detk (30 kalilayang) Ka 3.780.000

Ceremonia 60 Menit JAYA TV ourasi : 60 Menit Kali 15.750.000
Ceremonial 30 ilenil JAYA W Durasi :30 Menil Kali I 190.000
Ceremonial 15 Menit JAYA W Durasi 15 L,lenil Kali 3 150.000

Ceremonial 2 Menil JAYA TV Dirrasi : 2 Menit Kalr 630.000

Siaran Lanqsuno iLive ) JAYA W Durasi : 60 [,lenil Kai 44 100 000

Siaran Tunda ffapping) JAYA TV Dulas : 60 Menrt Kaii 31 500.000

Dokumentasr DuBsi :60 Menil Kali 12 6m 000

Live Sb€aning Vh YoutJbe Durasi :60 Menil Kali 10 080 000

lllan dan 8e t di Wekile
lkladcreeting Alao Himbauan 7 Han Ka 1 260.000

lklan/Greetng Ahu Hinbauan 14 Hari Kal 3.150 000

Kalegon Eerila 18ulan Kall s.780 000

Kategon Befila 1 Tahun Ka 45.360.000

6,1'l Papua Pos l{abin

Harya Konn
Koran Eceran Exemphr 5.000

Langganan Koran Bulan 100.000

lklan thapan 1 Halaman Per Halaman 8.000.000

112 llalzr],an Per Halaman 4.000 000

Per Halaman 2.000.000
oer Halaman 1.000.000

Kolehif (2 Kolom r 10 on) Per Halaman 500 000

lkhn Pengunurnan 1 Halaman Pq Halaman 16 000.000

1/2 Halaman Per Halaman 8.000 000

1/4 Halaman Per Halaman 4.000.000

1/8 Halaman Per Halaman 2.000 000

Koleklil (2 Kolom x 10 on) Per Halaman 1.000 000

6,'12 Keriasama (lrlou) tiedia Cetak dan Penyiaan

CPOS Tahun 210.000 000

RR Tahun 210.000.000

Papua Pos Nabire Tahun 210.000.000

6,13 Kodasama (Lou) edie online

Nabre l,l-.1 Tahun 41 000.000

7. 7 Ponrediaan iala komuflikali, gumber daya rk
dan lbtsik

71 Eelanja KawaUFaksimili/lnt€mot

lndihome 2p iiet+Tv 20lrbps 415 000

lndihome 2p iet+Tv 30 Mbp6 575 000

lndihqne 2p iel+Tv 40 Mbps Bulan

lndihome 2p met+w 50 Mbp6 Eulan 825.000

lndihome 2p inet+Tv 100 Mps Bulan 1.325.000

lndihome 3p inet+w+Tlp TRIPLE PLAY 20 Mbp6 Bulan 682 500

Kali

1/4 Halaman

1/8 Halaman

Bulan

Bulan

675.000

t

I



lndihonre 3p inet+Tv+Tlp TRTPLE PIAY 30 iftps Bulan 945 000
lndihome 3p net+]v+Tlp tRtPtE pLAy 40 Mbp6 Bulan 1 245.000
lndahonre 3p rnel+Tv+T1p TRIPLE PIAY 50 [,4bps Bulan 1.470.000
lndihome 3p inel+TvlTlp TRIPLE PUY 100 Mbps Bulan 1807.500
Indihome 2p ind+Voke 20 Mbps Bu an
lndihome 2p inel+Vd.e 30 Mbps Bulan 495 000
lndihorie 2p inet+Vd.e Bulan 595.000
lndihome 2p hel+Vc(> 50 Mbps Bu an 750.m0
hdihome 2p inet+Vdr 100 Mps Buian 1245.000
Pemasangai Daya Lislrik 2200 vA 450 VA Daya Lame Kal 1.639.750
Pe'naslngan Daya Lisirik 3500vA Kar 2.955.450
Pemasangan Daya Listrik ,4400 vA Kali 3 827 550
Pemasanl6n oaya Lhffi Kali 4.893 450
Penrasangan Daya Listik 2200 vA Kah 1.218.100
Pefiasangan oaya Lisldk 3500 v 900 VA Daya Lama) Kali 2.519.400
Pemasangan Daya Lis:tik Kal 3.391.500
Pemasngan Daya Lidrik Kai 4 457 404
Pemasngan Daya Lislik 2200 VA I

'1300 VA Daya Lama Kalr 843.300
Pemasangan Daya Ljsldk 3500 vA Kali 2131 800
Pemasangan Daya Ljslik Kali 3 003.900
Peflrasangian oaya |jst& 5500 vA I 1300 vA Daya Lama Kah 4 069.800
Pemasangan Daya Ljslik 3500 vA 2200 VA oaya Lama Kali 125S.700
Pemasangan Daya Listrik Kal! 2.131.800
Pemasangan Daya Listik 5500 vA 2200 VA Daya Lama Kai 3 197.700
Pemasangan Daya Li(rik 4400 vA 3500 VA Deya La,"ne Kali 872 100
Pemasangan Daya Lrstik 5500 vA 3500 VA Daya Lama) Kai 1 938 000
Pemasangan Daya Listrik Kalr 1 065 900

Jasa lnslalasi Prormor \nl Paket 20 140000

lnslala$ ndihome Paket 800.000

lnstalas Eleklakal Paket 17 235.000

Biaya Langlanan rdilune Bulan 1.500.000

7.2 Belanja Air

Airbersih 5000 k Unil 40s 500

An bersih 1100 k Unil 138 600

Arr bels h 120018 Unit 138 600

Airbersih 6000 b 441.000

7.3 Bolrij, Lisrik
Blania Listdk R'1,TR 9OO VA

Blanla Lislnk RI/IR 1.300 vA 1.445

Blanta Lstik R-1nR 2 200 vA 1 445

B anja Lisb'ik R'zTR 3500vA-5500vA 1445

Blanla L srrik R-3,rR >6600vA 1 445

Blanja Listdk B'ZTR 5.50r vA - 200 kvA 1457

I anta Listnk B-JTtrl > 200 kvA 1.115

B anJa Lislrik I-YTM > 200 kvA 1 115

B anja Lisfik l-4/TT > 30 000 kvA

B anja L stfk P-1[R 5.501 VA - 200 kVA 1.167

Elaqa Lrshk P-Znl > 200 kvA 1.115

Branja Lisrrik P-YIR 1 467

Elania Lisldk L/fR, TM TT 1 645

8. BELAIIJA JASA PEllclRl Alt SARAI{G

Darat

Nabire - Dogryai BaGng/Dokumen Kg 30 000

Nabire - Pania Barang/Dokumen Kg 30.000

Nabi€ - DelF BaraagL/Dokumen Kg 30.000

Nabire - Nabie Wlayah lGpuLLian K9

tl Laut

Jalarta - Nahle Earang/Dokumen Kg 35 000

Surabaya - lkh€ Barangookumen Kg 30 000

Makasar - Nabire BarangDokumen Kg 21.000

Kalimantan - Nabire Barang/Dokumen Kg 55 000

Ba€ng,Dokumen Kg 40 000

Nabirc ' Surabla Barang/Dokumefl Kg 35 000

Nabire Makasr Barang/Dokumen Kg 40.000

I'labre - Kalimanlan Barang/Do*umen Kg 50.000

I Udara

Jakarta - Natrire Barang/ookumen Kg 125 000

Slrabaya ' Mbre Eacaog/Dokumen Kg 125.000

Makasar - Nab re Ba€ng/Dokumen K! 130.000

Kalmantan ' lhbire Barang/Dokumen Kg 185 000

Nabire - Jakana Barangy'Dokumen Kg 115.000

335 000

40 [4bps

l55tl0 VA (4:{ VA Daya Lama)

4400 VA {900 VA Daya Lama)

5500 VA {900 VA Daya Lana)

4400 VA (1300 VA Daya Lama)

440U VA (2200 VA Oava Lamal

5500 VA (4400 VA Daya Lama)

Un

9€7

I

I

I
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Nabire - Suabaya BalarEy'Dd(Ille0 Kg 115.000

Nabire ' Malasar Barang/Dokumen Kg 120 000

Nabue - Ka{imanhn Ba rangy'Doku men Kg 175.000

9. PAJAK KE}{OARAAII OII.IAS

PAJAK KENDARAAN Roda Dua Tahun 1.200.000

PAJAK KENDARAAN Roda Tga Tahun 2.000 000

PAJAK KENOARAAN Roda Empat A!6r Tahun 1 500.000

Roda Empat TedosRusl Tahun 1.700.000

Ro& Empal lnrDtr Tahun 2.500.000

Roda Empal FortLrner Tahun 3 600 000

Roda Emp€t Landoleser Tah!n 4 000 000

PAJAK KENDARAAN Roda Enam Tahun 2.500000

PAJAK KENDAFAAN Alal Be€l Tahun 6.000000

10. Jesa Potuga! Upacare Hari Ha.i i8e3ar ilalional

- AnlEda Pe,{amaier Orang 250 000

- Dingen Orang 500 000

- Guru Pendamping Ar.Jbde Orang 500 000

- Komandai Upacam Orang I 000 000

Paswal TN Orang 500 000

Orang / Had 500.000

- Pemain Keyboad Orang 500.000

- Pembawa Sunga Tahrr Oranq 500 000

500 000- Pendampiq Terima Tamu Orang

500 000' Peniup Terdrpet Orang

- Perwira Upac!," Orang 1 000 000

- Petugas Jaga Tugu Orang 500 000

Petugas Medis Orang 500 000

- Petugas obor Orang 500 000

Orang 700 000- Pelugas Pengibar Bqd€ra

Orang 500 000'Petogas PMI

Orang 500.000' Pelugas Te.ima Tamu

4 000.000' Tim orumband Paket

'Tim Korsik Paket 3 000.000

- Tim Tari Pakel 6 000 000

Orang 500 000- Veteran

1t PE;TERIKSAAN JASA LABORATORIUiI

Sampel 219.2NLter untlk Air 250 ML

45.400UJI CEMARAN KI,]MAN / Trc 50 gr/Sampel Sampel

24 600UJI ORGANOLEPTIK Ba! Sampel

Sampel 24 200UJI ORGANOLEPTIK

Ph Sampel 40 800UJI ORGANOLEPTIK

Sampel 40 800UJI ORGANOLEPTIK Keketuhan

1L Penngko, ilrtlrai oan Bend. Por Leinlya

r2 000iIATERA 10 MO Lembar Lembar

Jasa Tenaga Tetnis Pertanian dan Pangan13

OB Orang / Buhn 1.500 000Pelugas Pengumpul dan Pengolah Data Peftebunan

Oang per &rlan orang / Euhn 1.000.000Tenaga Dokter Hsnan

Orang / Buhn 750.000Penjaga Pos Kesehatan Heran orang per Edan

Orang / Buhn 700.000PenjagE Pos Lalu Lintas Te.nak Oang pe. Eulan

500.000Pengawas dan Pemeriksa Heu,?n Q!6en Orang Orang

Ekor Ekor 40.000.lasa lnseminalor

Eko. Ekor 60 000Jasa lnseminalor

Ekor Ekor 50.000Jasa ATR

Orang / Buhn 500 000Biaya operas1oft I Penyrluh

14 Jasa Pongelola l(obaBihan tamrn

orang / Euhn 2.362.500kelua pengeola taman Orang/bulan

Orang / Sulan 1771900sekaaas pengelola brEn Orang/bulan

Orang / Bulan 1.771.900bendaha€ pengelda taman Orang/bulan

Orang / Bulan 1.486.100teoaga kebersfian lamm pholeo P4i( Orang/tulan

Orang/bulan Orang / &hn 1 539.200lenaga kebeBhan lanam pholeo furk

350 000Seragam lapangan

t5 BIAYA (OT{TRIBUSI PESERTA PELATIHAII

Orang / Kegialan 25 000 000Kontribusi Pelatihan Waklu Pelaksanaan S.D 1 B{lan

Orang / Kegialan 20.000 000Kontnbusi Peialiian Waktu Pelaksanaan S D 3 Minggu

Orang / Kegialan 15 000 000Kontnbusi Pelelihan Waktu Pelaksanaan SD 2 Minggu

-

UJI CEMARAN KUMAN / Trc

Rasa

I

I
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Kontnbusi Pelalihan l,ibKu Pelakgnaan S.0 1 Oraflg / Kegiatan 8 000.000
Konkibusi Pelalihan Wahu Pelaksanaan S0 6l-lai Orang / KegEhn 7.000.000
Konlribusi Pehtihan Waltu Pehksanaan SD 5 Hai orang / f.egiatan 6 000 000
Kontnbusi Peletihan Wbktu Pelakenaan SD 4 Hei Orang / Kegietan 5 000 000
Konlflbusi Pelatihan Waktu Pelaksanaan S.D 3 Han orang / Kegralan 4.000.000
Kontflbusi Pslalihan Wallu Pelaksanaan S.D 2 |hli orang / Kegiatan 3.000 000

16 16A PEflDTDTKAfl oAN PELAT|HAII (Dt(rAr)
16A1 Biaya Dildatpim Provansi den l(abupaten

- Eiaya Pelatihan Kep€mimpinan Nasional (PKMi Orang 51680.000
- Eliaya Pdatiha Kep€rnimpinan Adnk*sffiq Omng 40 000.000
- Biaya Pelatihan Kepem mpinan Pengawas (PKP) Orang 37 000 000

- Eiaya Kepamongprajaan bagi Kepata D6tdk , Orang 11 450.000
- Biaya Pelathan Kepefiimpinan Admm6t.ator Orang 50 000.000

Bhya Pdalihan Kepemimpinan Penga*as (P,(P) Orang 45 000.000

16M Honorarium Pengaiar

Pengarah

- Pembelahn A\r'd Orang / Jam / 300 000
- Penjelasan Program Orang /Jam / 300.000
- Pembekalan Akht orang / Jam / 300.000

PerEnggunglai€b Program Kegiatan 5 000.000

Na rasumber/PencetamailPakar orang / Jam / 1 000.@0

Benchma*ing

Panitra IoKUS Kegiatan 5 000.000

Sehinar Preseotasi Proyek PefliahavlaboGtrim
- Penguii Orang / Jam / 300 000
- l\Ienlor Orang 1 000 000

- Coach Orang / Jam / 300 000

&EaKaough

' Brcaklrough ' Coadir€ Orang 1 500 000

- BreaklroLrgh - Counse ing Orang 1 500.000

Evaluasi Kepemimpinan Olang 1.500.000

Er€lualor Pembelajaran Kegiaten 5.000.000

Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan 5 000.000

Penunjang Prcgram Kegiatan 5 000.000

16A3 Mala Diklal

- ove ierv Kebiiakan Pelathan omng / Jam 300 000

- overvew Kebiiakan Penyelenggaraan Pelatihan Orang / Jam 300.000

- Dinamrka Kelompok Orang / Jam 300 000

- Wawasan Kebangsaan KepanimpiMn Pancasila Orang / Jan 300 000

Wawasan Kebangsaan dan Niai Bela Negara Orang / Jam 300 000

- Bela Negara Kepemrmpinan Pancasjla orang / Jam 300.000

- Konsepsr PembelEaran Aksr Perubahan Krneala olang / &rn 300 000

- Manapmen Petubahan Seklor Puuak orang / Jan 300 000

Kepernimpinan Transrormasional Orang/&m 300 000

Jejaring KEa Orang / Jam 300 000

Komunikae Efektif O.ang / Jam 300.000

Akuntabrltas tfterja orang / Jam 300 000

Hubungan Kelernbagaan O,ang / Jam 300.000

- organisasi Dllilal Orang / Jam 300 @0

Ilanaiemen lft€ria orang / Jafir 300.000

Penbekalan Studi Lapangan Klnerja organEasi orang / Jam 300.000

- Slandar Kinerja Pe ayanan Orang /Jam 300.000

Manajemen Penganggaran Orang / Jam 300 c00

Man4emen Resrko orang I JaIIr 300.000

- Sludr lapangan Kne0a o$anisasi onng / Jam 300.000

- Berbagi Pengalaman Hasil S{ud Lapangan Knerja o[ang / Jam 300.000

- Merancang Aksi Perubahan Krneia oealisas orang / Jam 300.000

Pembimhngan Aksr Perubahan Knerja Gg{dsasr orang / Jam 300 000

- Sem nar Rancangan Aksr Perubahan Kjnerja Olang / Jam 300.000

, Evalurs Subdlarsi Orang / Jam 300.000

- Pembekahn lhplernentasi Aksi Perubahan KiDerF orang / Jam 300 000

' Pembimbingan l*si Perubahan Knerja Oga*sasr omng / Jarn 300.000

- Seminar Aksi Perubahan K nEa O€adlas orang / Jam 300.000

- Berbagi Peigalaman Memiaipin Aksi Perubahan orang / Jam 300 000

- Etika dan lntEdtas Kepemimpinan Parcasila orang / &rn 300 000

- Konsepsr Pembehjaran Aks Petubahan ldne,ja Orang / Jam 300 000

- Diagnosa organisas omng / Jam 300.000

- Berplkrr KJeelif Dalam Pelayanen Omng /&m 300.000

- Membangln Tim Efigl(II orang / Jarn 300 000

t ]

I

I

I

I

I
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- Kelemrmprnan Daiam Pelaksanaan pekerpt
Orang / Jam 300 000

Orang / Jam 300.000
- Perencaman Kegiatan Pelayanan Pub{k 0ran9 / Jan 300 000
- Pe.yusunan Rf,A Pdayanan tudik Orang / Jafi 300 000
- Pelayanan Publrk Digilal orang / Jam 300.000
- Pembekan Sludi Lapangan Pelaya,ran publik

orang / Jam 300.000
- Manajemal MLtu Orang / Jan 300 000
- lraoajgmefl Pengaviasan Orang / Jam 300 000
' Pengendahan Pelaksanaan Kqiatan orang / Jam 300.000
- Studr Lapangan Pelayanan Publik Orang / Jam 300.000
- Bedagi Peilalaman Hasil Sludi Lapongan Orang / Jam 300 000
- Melanczrc Aksi Pe.u&han Kjneria Pdaydlan Orang / Jam 300 000

Pembimbngan Rancangan Aksi Perubahan Krrcqa orang / Jafi 300.000
Pe6rapai Seminar Orang / Jam 300 000

Seminar Rancangan Aksl Per!bahan Kjnerla orang / Jam 300 000
- Pembekalan lmplerne. asi Aksi Perubahan Kinqja orang / Jam 300 000
- Pembrmbingan Aksi Perubahan Kneqa Pdayanan Orang / Jam 300.000
- Seminar Aksi Perubahan Kineqa Pelayanan Publik orang / Jam 300.000

- Berbagi Pengalaman Memimpin l\ksi Pavbahan Orang / &m 300 000
- Analisis lsu Kontemporer orang / Jam 300 000

- Kesiapsiagaan Bela Negara orang / Jam 300.000

- Konsep Aklualisas Olang / Jam 300.000

- Mualan Sluansil Lembaga Orang / Jam 300 000

- Eerorientasi PehyaEn Orang / Jem 300 000

'Akuntabe orang /.hm 300.000

- Kompelen olang /Jam 300.000

- Harmonis o[ang / Janr 300.000

- Loyal orang / Jarn 300 000

Adaptil Orang / Jam 300.000

- Kolaboratrl orang / Jam 300.000

- tlanajemen ASN Orano / Jam 300 000

- Smad AsN Orang / Jan 300 000

- Evaluas Alademk O[ang / Jam 300.000

- Penlelasan Ahua[sasi Oreng / Jam 300.000

- Peflbimbingan Rancangan AKualrsasi olang / Jam 300 000

' EYaluasi Rancangan Ahuak6si orang / Jam 300 000

' Pembekahn Habifuas Orang / Jam 300.000

' Pembimbngan Pra Eva uas Aklualisas orang / Jam 300.000

'Evaluas Aktualsasi omng / Jam 300 000

- Revie{ Kebilakan PenyelenggEBan Dkht orang / Jam 300 000

't6A4 Honorarium Petogas Dikht

- ookter orang / Acara 1.000 000

- Petugas Kesehabn orang / Aca€ 1 000 000

-Tim MFD {Mental, Fisik dan oisiplin) orang / Acara 2.500 000

orang/Acara 1.000.000

- lnstlrktur Senam Orang / Jam 300 000

Pendamp ng Peigalar/Penc€ramah Orang / Jan 200 000

- Tenaga 1T Diklat Orang / Jam 300.000

16As Trangport
- Tim Medls Orang s00 000

. fim MFD (Mental, Fisk dan Disidi.r) 0rang 500 000

PengaEr D klatp m Orang 2.000.000

- Pengajar Dk ai PraiaMeknis Omng 1 500 000

t6A6 Xonsumsi Panitia/Pese&

Makan dan M num Diklal orang / l-lan 200.000

Makan Paqi Dikht Orang / Had 85 000

Makan Siana Diklat Orang / l-bd 100 000

Makan Ma am Dklal Orang / ltai 100 000

Eahan Celakan oiklal

-[.lodulDiklal Paket 100.000

' Buku Panduai Dildal Euku 50.000

- Foto dan Album Diklal Buku 1.000 000

t6a8 Uarg &k! dan Lumpsum Dilletpim

- Uang Satu Pesqta Ol!ng 1.500.000

' Lumpsum Penar0gungla$ab Orang / Han 1.700.000

' Luhpsum Ketua Rombongan orang / Hari 1 700.000

- Lumps{m Psndmung orang / Hari 1 700 000

. Telnik Komunikasi Publik

- Keamanan

16A7
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- Lunpsnn PsdariprE Gang / lbn 1 m0.m0

1649 S.u. lsmpal Ksghhn

' Ssra &nar Diklal Per Had 650 000
*n kana bdnw*rU Pe{ HaI 750.000

- Sow6 Kolas Dihat Per l-hn 500.000
- Sara Rua4an Sendrnmrlrfig Per l-hi 5 000 000
- Seva Ada Oildar Pe, lia,r 2 000 000

16A10 Paloi.nB.ragam gkLat

- I'ainiryTaci Otlat Eualr 350.000
- Tod Bod, rcl Buah 60 000
- Xaos 8od, Otal &Jah 250 000
- Ja5 Batit Papua Oth Buah 1 750 000

16A t't B.han Pelatihan

- Tas Pes€rta Buah 350 000
- Eahai obaddan Kegralan 5.000.000

- tJiir. SffP OranO / Alara 100 m0
- Foto Pes4'ts Orang i Alao 100 000

168 URUSAX KEPEGAVYAIA N

t68t T.0p.t Ke0irtan

- S€rra G€&rB dan Lab lonpuE Kegiatan 30 000 000
- Se'm (amar lirxsl Per Han 900.000

1682 Jesr Lararuntor
- tusesor Tes P$kobgi O,"ng 3 500 000

- Pa4,atr"an6a Se16ks JPT Oraflg / &m 950.m0
- Pengavias Ilrn 8(N oraflg i Jam 500.000

O.aog 2.000 0m- Asiderlt PErt8ran SAPRAS CAT BXN

- P€r{6ras Uiai CAI Xaneo JX gO{ Oang i Jatn 500.000

- Pombaca SK Peffidl orang / Keghlar 4m.0@

100.000- Rottaabv?l Pelanilan Orang / Kegbtar

- MC Pelantlan orang / Kegi8tefl 400 000

- Pemain Keybcrd &ang / lc€ialan 400 000

- Jasa K€6€.E*6n lGgraEal Kali 500.000

150.000Kali

1683 8i.r. Prrl.Lnan Admin Sololli CPflS

olalE 25 500 000SuF Adnn Sd.ksi Peie.ifta& CPNS 810.1 Fl

1681 &nng C€&t n
Euku 750 000- &rku Pstg.wasan CPltS, PNS dan uttsi Pindatr

Buku 750 m0- BLtu Pctsr'e6dt K6mika. Pargtal Pt|s

5.000.@- 6la*o SK P€ilgdrg*e! CPNS dsl Pl{S

&Js 5 000 000- Shfo SK Xrl3*in Paukal PNS Logo Grda
guku 1 5@ 000- &ku tbninaff Pl'{S

'r8 18r J3!a Koosultansi
PaketJaso l(orEdasi Si{€'Ir liiniEi KE€aEblr
Pakel 175 909 800Jasa l((tr8{{6i Sirt€nt Ps€€bh8i odl'Ilpl!

lcpe$tFan
199 999.800PaketJa6a KoftuIasi SBlem Daiar Had[ E]eldrqrft

1 000.m0.000TahunPeidanfn$n Pengeld6an lGlengan oaaah

tg t9. Aplik6i
PaketMik si o-Oftce

ul

I

-

-m&!
@

--

-
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LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

STANDAR BIAYA T'MUM PERJALANAN DINAS
TAHUN ANGGARAI{ 2024

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NBGERI
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang
dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan
dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan
dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl 1S2lS3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
prinsip antara lain:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas

yalg berkaitan dengan penyelenggaraal pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kine{ a satuan

kerja perangkat daerah;
c. elisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dal

pembebanan pe{alanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;

dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan)

jam.
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Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bag, pimpinan / anggota DPRD
dipertanggunglawabkan secara lumpsum.

1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALAI{AN DINAS DALAM
T{EGERI
a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan

penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya
keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Pe{alanan dinas di
dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat
diberikan uang transportasi lokai.

b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci
pada Tabei 1.1.

TABEL 1.1
UANG HARIAN PER.'ALANAN DINAS DALAM NEGERI

I.2 BIAYA TRANSPORTASI PE.'ALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.2.L SATUAN BTAYA TIKgf PESAtrIAT PER^'ALANAN DINASI

DALAM NEIGERI PERGI PULANG (PPI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri
adatah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi
pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke baldara
kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.2

NO
UANG

HARIAN SATUAN
LUAR
KOTA

DALAM KOTA LEBIH
DARI 8 (DELAPANI JAM

I 2 3 4 5 6

1
Uang

Harian
OH 580.000 230.000 170.000

DIKLAT
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TABEL 1.2.1
BIAYA TIKgr PESAWAT PER.TALANAN DIITAS DALA.tfi Nr,GERr lPPl

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP)

berlaku pertanggungiawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat

dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam
negeri dalam Tabel 1.2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pertanggungjawaban secara at cost.

3. Besaran Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang
(PP) bagi pimpinan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahurr 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional dan
dipertarrggungiawabkan secara lumpsum .

L.2.2 SATUAN BIAYA TAITSI PERJALANAN DINAS DAI,AM NEGERI
Satuan biaya yang digunakan untuk menyrrsun perencanaan
kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara,
pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan
ke tempat tujuan;

2. d,ai bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan
1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan,

terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat
kedudukan asal; atau

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan
tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari
bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya
transportasi menggunakan satuan biaya transportasi
darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
terinci pada Tabel 1.2.2

NO URAIAN SATUAN
BIAYA
TIKET

I 2 3

1

Biaya Transportasi/Tiket Bisnis (Biaya rill) (untuk
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah,
Pimpinan MRP)

PP 45.000.000

2
Biaya Transportasi/Tiket Ekonomi (Biaya rill)
Ekonomi 16.000.000

4

l*
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PROVINSI BESARAN

t ACEH Orang/ Ka.li
127 .O00

2 SUMATERA UTARA orang/ Kali 308.000

3 RIAU Orang/Kali 101.000

4 KEPULAUAN RIAU Orang/ Kali 165.O00

5 JAMBI Orang/Kali 147.O00

6 SUMATERA BARAT orarg/Kali 190.OOO

7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali

8 LAMPUNG Orang/ Kali 168.000

9 BENGKULU Orang/Kali 109.000

10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali 97.000

1l BANTEN Orang/Kali 536.000

t2 JAWA BARAT Orang/ Kali 200.000

13 D.K.I JAKARTA Orang/ Kali 256.000

14 JAWA TENGAH Orang/Kali toa.ooo

D,I YOGYAKARTA Orallg/ Kali 267 .OOO

I6 JAWA TIMUR Orang/ Kali 233.O00

t7 BALI Orang/Kali 227 .OOO

18 NUSA TENCGARA BARAT Orang/Ka1i 231.000

t9 NUSA TENGGARA TIMUR Orartg/Kali l 16.000

20 Orang/Kali 171.000

21 KALIMANTAN TENGAH Orang/ Kali 134.000

cc KALIMANTAN SELATAN Orang/Ka.li 180.OOO

KALIMAi\.TAN TIMUR Orang/Kali 533.OOO

24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 218.000

25 SULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000

26 GORONTALO Orang/Kali

27 SULAWESI BARAT Orang/Kali

28 SUI"AWESI SELATAN Orang/Ka1i
187,000

29 SULAWESI TENCAH Orang/ Kali 165.000

30 STJI-AWESI TENGGARA Orang/ Kali r 71 .O00

TABEL 1.2.2
BIAYA TAXSI PER.'ALANAN DINAS DALAU NEIGERI

NO

I

I

SATUAN

179.000

i5 I

I

KALIMANTAN BARAT

265.O00

313.000



3l MALUKU Orang/Kali 288.000

32 MALUKU UTARA Orang/ Kali 215.000

PAPUA Orartg/Kali 513.O00

34 PAPUA BARAT Orang/Kali 236.000

35 PAPUA BARAT DAYA Orang/ Kali 236.000

36 PAPUA TENGAH Orang/Ka1i 513.OOO

37 PAPUA SELATAN Orarg/ Kali 513.OOO

38 PAPUA PEGUNUNGAN Orang/ Kali 513.000

-5-

1. Biaya taksi pe{alanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungiawaban
sec€rra at cost (biaya riil).

2. Pembiayaan taksi pe{alanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan
melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel
1.2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pertanggungjawaban secara at cost).

3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD
dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

r.2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DAI,AM PROVINSI YANG
SAMA (ONE WAYI
a. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke

kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau
sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk men)'usun
perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke
tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu
provinsi yang sarna atau sebaliknya dalam ralgka
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

b. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke
kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi
pimpinan anggota DPRD dipertanggungiawabkan secara
lumpsum

c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

terinci pada Tabel 1.2.3

TABEL 1.2.3
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BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAYI

IBU KOTA PROVINSI TUJUAN SATUAN BESARAN
1 3 4

NABIRE DOCryAI ORANG/KAI,I 2.O00.000
2 NABIRE DETYAI ORANG/KAI,I 2.500.000

NABIRE PANIAI ORANG/KALI 3.000.o00

r.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PEzuALANAN DINAS DALAM NEGERI

TABEL 1.3
BIAYA PENGIilAPAN PER.'ALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ic

o PROVINSI SATUA
T

KEPAIA
DAERAI{/ PIIPIIIA
I{ DPRD/ PB'ABAT

EAEII)T{ T

AI{GC.OTA
DPRD/Pq]A3A
T EAELOIC tr

PE.'A3AT
ESELOI(

III/GOIOT{GA
l{ rv

PEIABAT
ESEI,()I{

IVl GOI,OI{GA
r uI, ,I

1 2 4 6 7
1 ACEH OH 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.OOO
2 SUMATERA UTARA OH 4.S60.000 2. !95.000 1.100.000 699.000
3 RIAU OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000
4 KEPULAUAN RIAU OH 5.344.O00 2.318.000 t .297 .OOO 792.OOO

JAMBl OH 5.000.o00 4.102.000 1.225.000 580.O00
6 SUMATERA BARAT OH s.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000
7 SUMATERA SELATAN OH s.8s0.000 3.083.000 1.955.OO0 861.000
B I,AMPT'N(.i OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000
9 BENGKULU OH 2.140.000 'L628.000 l.546.OOO 692.000
10 BANGKA BELITUNG OH 3.827.OOO 2.838.000 1.9s7.OO0 649.000
11 BANTEN OH 5.725.O00 2.373.000 1.204.000 724.OOO
t2 JAWA BARAT OH .5.381.O00 2.755.000 1.201.O00 686.000
13 D,K.I JAKARI'A or'l 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000
14 JAWA TENCAH OH 5.303.O00 1.850.000 1.20 r.000 750.O00
15 D.I YOGYAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 L384.O00 845.000
16 JAWA TIMUR OH 4.449.O00 2.007.000 I.r53000 814.000
17 BALI OH 6.848.O00 2.433.000 I 645 000 1.138.OOO

18
NUSA TENGGARA

BARAT
OH 4.375_000 2.648.O00 1.418.000 907.OO0

19
NUSA TENGGARA

TIMUR
OH 3.759.S99 2.133.000 1.35s.000 688.000

20 KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000
2l KALIMANTAN TENCAH OH 4.901.000 3.391.O00 1.160.OOO 659.000
22 KALIMANTAN SELATAN olt 4.797.OOO 3.316.000 1.500.000 697.OOO
23 KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 2.188.0O0 1.507.000 804.000
24 KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 2.735.000 1.507.O00 904,000
25 SULAWESI UTARA OH 4.9 r9.000 2.290.OOO 1.207.000 978.000
26 CORONTALO OH 4.168.0O0 3.107.000 1.606.000 955.000
27 SULAWESI BARAT OH 4.076.O00 3.098.000 1.344.000 704.000
2a SULAWESI SETATAN OH 4.820.OO0 1.938.000 1.423.000 745.000
29 SUI,AWESI TENGAH OH 2.309.000 2.027.OOO 1.679.000 9s1.000
30 SULAWESI TENGGARA OH 3.088.800 2.s7 4.OOO t.297.OOO 7a6.OOO

31 MAI,UKU OH 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.OOO
32 MALUKU UTARA OH 4 6l I .r,OO 3.843.000 1.160.000 605.000
33 PAPUA oFt 3.859.000 3.318.000 2.521 .O00 1.038.000
34 PAPUA BARAT OH 3.a72.OOO 3 34t OOO 2.056.000 967.000
35 PAPUA BARAT DAYA OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000
36 PAPUA TENGAH OH 3.859,000 3.318.000 2.521 .OOO r.038.000
37 PAPUA SELATAN OH 5.673.000 4.a77 .OOO 3.706.000
38 PAPUA POGUNUNGAN OH 5.711.000 4.9r 1.000 3.731.000 1.536.O00

a. Biaya penginapan pedalanan dinas dalam negeri berlaku
pertanggungiawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas
tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara
lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
penginapan di kota tempat tujuan.

b. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD
dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

NO.

3.

1.

I

l

l 526.000
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1.4 SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

a. Uang representasi Perjalalan Dinas hanya diberikan kepada pejabat
nega-ra, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

b. Uang representasi pedalanan dinas, diberikan sebagai pengganti
atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka
perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang
diberikan secara lumpsum.

c. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

TABEL I.4
UANG REPRESENTASI PER.'A.LITITAN DIITAS

NO.
LUAR
KOTA

DALAU KOTA LEBIH
DARI 8 {DELAPA{ JA"U

I 2 3 4 5

1
Pejabat Negara, Pejabat
Daerah OH 250.O00 125.000

2 Pejabat Eselon I OH 200.o00 100.000
3 Peiabat Eselon II OH 150.000 7s.000

I't{}I PQo

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAPITTD

RIBKA HALUK

KEPALA
dengan aslinya;
BIRO HUKUM,

LALLO,SH
NrP. 1972 to20 200312 2 006

URAIAl{ SATUAN


